BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

SALINAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS

DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPELABUHANAN DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN

PELABUHAN BEBAS BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS

Menimbang

Mengingat

DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

a. bahwa melaksanakan Pasal 24 ayal (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas serta untuk menjamin
ketertiban, keselamatan, kepastian pelayanan,
transparansi dan oplimalisasi pendapatan serta
akuntabilitas dalam pengelolaan kepelabuhanan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam tentang Penyelenggaraan kepelabuhanan di
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2351,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4053) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
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dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4849) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2008 tentang Pelayaran {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 252, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7003);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4757) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tshun 2007 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabubhan Bebas Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
I78);

Peraturan Pemeriniah Nomor & Tabun 2011 fentang
pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5196);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6653) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
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Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7112);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2017
tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme
Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 266) schagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor 121 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2017 tentang
Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif
Jasa Kepelabuhanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1761);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2022
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam ([Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1292);

8. Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan

Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 125)
sebagaimana felah diubah dengan Peraturan Dewan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan
Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2026 Nomor 96};

9. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Host-to-Host
Pembayaran Kegiatan Jasa Kepelabuhanan di Lingkungan
Pelabuhan Batam sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
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Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Kepala Badan Pengusahsan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Host-to-Host
Pembayaran Kegiatan Jasa Kepelabuhanan di Lingkungan
Pelabuhan Batam;

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5
Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelavanan
Persyaratan Dasar, Perizinan Berusaha, dan Perizinan
Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha di Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 13
Tahun 2025 tentang Konsesi dan Kerja Sama Bentuk
Lainnya di Bidang Kepelabuhanan antara Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam dengan Badan Usaha Pelabuhan;

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3
Tahun 2026 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Unit Organisasi di Bawah Anggota/Deputi Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
TENTANG PENYELENGGARAAN KEPELABUHANAN DI
KAWASBAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
BATAM.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.

2,

KPBPB Batam adalah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Badan Pengusahaan Batam adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Kepala adalah Kepala Badan Pengusahaan Batam.

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di
sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan
pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat Kapal
bersandar, berlabuh, naik dan/atau turun penumpang dan/atau bongkar
muat Barang, yvang dilengkapi dengan [asililas keselamatan pelayaran dan
kegiatan penunjang Pelabuhan serta scbagai tempat perpindahan intra dan
antar moda transportasi.

Pelabuhan Laut adalah Pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani

kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut
atau di sungai.

Ship to Ship Transfer adalah jasa kegiatan alih muat antar Kapal di dalam atau
di lnar DLKr/DLKp pelabuhan di wilayah perairan yang ditetapkan oleh
pemerintah yang berfungsi sebagai pelabuhan.

Terminal Umum adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan
tempat Kapal bersandar atau Tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu
dan naik turun penumpang dan/atau tempat bongkar muat Barang yang
diselenggarakan untuk kepentingan umum.

Daerah Lingkungan Kerja vang selanjutnya disebut DLKr adalah wilayah
perairan dan daratan pada Pelabuhan, Tersus atau TUKS vang digunakan
secara langsung untuk kegiatan Pelabuhan.
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Daerah Lingkungan Kepentingan yang sclanjutnya disebut DLKp adalah
perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan Pelabuhan vang
dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

Gerakan adalah mengubah kedudukan Kapal/Barang dari satu tempal ke
tempat lain yang dikehendali.

Terminal Khusus yang selanjutnya disebut Tersus adalah terminal yang
terletak di luar DLKr dan DLKp Pelabuhan yang merupakan bagian dari
Pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha
pokoknya.

Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disingkat TUKS adalah
terminal yang terletak di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan yang merupakan
bagian dari Pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesual dengan
usaha pokoknya.

Tambat adalah kegiatan bertambainya Kapal di tambatan atau merapat di
dermaga dan secara teknis dalam kondisi yang aman dimana tali cross Kapal
terikat pada bolder untuk dapat melakulan kegiatan bongkar/muat dan kegiatan
lainnya dengan lancar dan aman.

Labuh adalah kegiatan kunjungan Kapal di perairan Pelabuhan baik yang
bertambat maupun berlabuh dan menunggu pelayanan berikutnya seperti Tambat,
bongkar/muat atau menunggu layanan lainnya (docking/repair/standby,
pengurusan dokumen dan kegiatan lainnya).

Penyelenggara Pelabuhan adalah Badan Pengusahaan Batam vyang
melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan
kepelabuhanan vang diusahakan secara komersial, kecuali penvelenggaraan
keselamatan dan keamanan pelayaran serta kerja sama pemerintah pusat
dengan lembapga/organisasi internasional yang diselenggarakan oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis terteniu, yang
digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau
ditunda, termasuk kendarsan vang berdaya dukung dinamis, kendaraan di
bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak
berpindah-pindah.

Buoy adalah Tambat pelampung atau perangkat apung vang dapat memiliki
berbagai fungsi meliputi dapat berlabuh/mengambang, dibiarkan melayang
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untuk Kapal bertambat atau sebagai penanda yang diletakkan di laut agar Kapal
tidak merapat dikarenakan kedalaman laut yang dangkal.

Bollard Pull adalah ukuran kekuatan daya tarik dari suatu Kapal tunda Yang
menggunakan tali tunda yang dibuktikan dengan sertifikat pengujian (lest
sertifikat] dari klasifikasi yang diakui oleh Pemerintah.

Kapal Niaga adalah Kapal yang kegiatan utamanya mengangkut Barang
dan/atau mengangkut penumpang untuk tujuan komersial dalam berbagai
ukuran dan bentuk.

Kapal Bukan Niaga adalah Kapal yang kegiatannya bukan mengangkut Barang

dan/atau mengangkut penumpang untuk tujuan komersial dalam berbagai
ukuran dan bentuk.

Kapal Wisata yang selanjutnya disebut Yacht adalah alat angkut perairan yvang
digunakan sendiri oleh wisatawan untuk berwisata atau melakukan perlombaan
di perairan baik vang digerakkan dengan tenaga angin dan/atau tenaga mekanik
dan digunakan hanya untuk kegiatan non niaga.

Gross Tonnage yang selanjutnya disingkat GT adalah perhitungan volume
semua ruang yang terletak di bawah geladak Kapal ditambah dengan volume
ruangan tertutup vang terletak di atas geladak ditambah dengan isi ruangan
beserta semua ruangan tertutup vang terletak di atas geladak paling atas
(superstructure), tonase kotor dinyatakan dalam ton yaitu suatu unit volume
sebesar 100 (seratus) kaki kubik yang setara dengan 2,83 (dua koma delapan
tiga) kubik meter.

Etrmnal adalah satuan untuk menghitung lamanya Kapal berada di Pelabuhan.,

Angkutan Laut Luar Negen adalah kegiatan angkutan laut dari Pelabuhan
Indonesia ke Pelabuhan luar negeri atau sebaliknya, termasuk melanjutkan
kunjungan antar Pelabuhan di wilayah perairan laut Indonesia yang
disclenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.

Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut antar
Pelabuhan yang dilakukan di wilayah perairan Laut Indonesia yang
diselenggarakan oleh perusahasn angkutan laut.

Angkutan Laul Perintis adalah kegiatan angkuian laul antar Pelabuhan di
wilayah Indonesia yang dilakukan dengan trayek tetap dan teratur, untuk
menghubungkan daerah terpencil dan belum berkembang.
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Pelayaran Rakyat adalah kegiatan angkutan laut antar Pelabuhan di wilayah
Indonesia dengan menggunakan Kapal layar atau Kapal layar motor yang
berukuran sampai dengan 400 (empat ratus) GT dan Kapal motor vang
berukuran sampai dengan 35 (tiga puluh lima) GT.

Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu memberikan saran dan
informasi kepada nakhoda tentang keadaan perairan setempat yang penting
agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar
demi keselamatan Kapal dan lingkungan,

Penundaan adalah pekerjaan mendorong, mengawal, menjaga, menarik atau
menggandeng Kapal yang berolah gerak, untuk bertambat ke atau untuk
melepas dari tambatan dermaga, breasting dolphin, pelampung dan Kapal
lainnya dengan menggunakan Kapal tunda.

Kepil adaiah pekerjaan mengikat, melepas, menarik tali temali Kapal yang
berolah gerak untuk bertambat ke atau untuk melepas dari dermaga, breasting
dolphin, pelampung dan Kapal lainnya dengan menggunakan atau tidak
menggunakan motor Kepil.

Gudang adalah suatu tempat atau bangunan beratap yvang diperuntukkan
untuk menimbun, menyimpan dan mengerjakan Barang dengan tujuan
agar Barang tersebut dari kerusakan dan kehilangan karena ulah manusia,
hewan, serangga maupun karéna cuaca.

Roll On-Roll Off selanjutnya disebut Ro-Fo adalah moda dalam
pengangkutan Barang yang bisa memuat/membongkar kargo masuk /keluar

Kapal dengan penggeraknya sendiri menggunakan Kapal vang dilengkapi ramp
door.

Stripping adalah pekerjaan mengeluarkan Barang dari dalam peti kemas
sampai tersusun rapi di dalam gudang atau di lapangan penumpukan [CFS-
Container Freight Station).

Siuffing adalah pekerjaan memasukkan Barang ke dalam peti kemas dari
gudang/lapangan penumpukan (CFS) sampai tersusun rapi di dalam peti
kemas.

Syahbandar adalah pejabat pemerintah di Pelabuhan yang diangkat oleh
Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan
pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan
untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, yang dalam Peraturan
ini berkedudukan di KSOP Khusus Batam.
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Sistem Host-to-Host adalah sistem transaksi online yang menghubungkan server
Penyedia Jasa dengan server Bank yang ditunjuk secara langsung dengan
menggunakan jaringan telekomunikasi.

Sistem Pelayanan Jasa Kepelabuhanan selanjutnya disebut Sistem PJK adalah
sistem yang terdiri atas INAPORTNET, Batam Seaport Information Management
System (B-SIMS), Seaport Management System (SMS/Pelayanan Jasa Kapal),
Boarding Management System (BMS)] dan sistem Jasa Kepelabuhanan lainnya.

Pas Pelabuhan adalah tanda izin masuk khusus bagi orang, kendaraan, maupun
alat kerja yang telah memenuhi syarat dan ketentuan keamanan, keselamatan
dan kesehatan kerja ke dalam daerah terbatas Pelabuhan.

Bongkar Muat Barang adalah kegiatan yang bergerak dalam bidang bongkar
muat Barang dari dan ke Kapal di Pelabuhan yang meliputi kegiatan stevedoring,
cargodoring dan received/ delivery.

Barang adalah semua jenis komoditas termasuk ternak yang dibongkar/dimuat
dari dan ke Kapal.

Jasa Bunker adalah layanan yang diperuntukkan pada kegiatan penyediaan dan
penyaluran bahan bakar minyak di Terminal Umum.

Confainer Handling Charges yang selanjutnya disebut CHC adalah biaya yang
dikenakan oleh pengelola terminal peti kemas kepada pengguna jasa vaitu
shipping line sejak Kapal sandar, membongkar muatan hingga menumpuk peti
kemas di lapangan penumpukan atau stacking/ container yard.

Lift OfF-Lift On yang selanjutnya disebutl Lo-Lo adalah kegiatan menurunkan peti
kemas dari mobil trailer dan menaikkan peti kemas ke atas mobil trailer.

Haulage adalah kegiatan peti kemas dari lambung Kapal ke lapangan
penumpukan atau ke Gudang dengan menggunakan chasis dan head
truck/ trailer atau kegiatan sebaliknya.

Stevedoring adalah  kegiatan membongkar Barang darl Kapal ke
dermaga /tongkang/truk atau memuat Barang dari dermaga/tongkang/truk ke
dalam Kapal sampai dengan tersusun dalam palka Kapal dengan menggunakan
derek Kapal atau derek darat.

Jasa Pengurusan Transportasi adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili
kepentingan pemilik Barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan
bagi terlaksananya pengamanan dan penerimaan Barang melalui transportasi
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darat, perkeretaapian, laut dan udara yang mencakup kegiatan pengiriman,
penerimaan, bongkar muat, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan,
pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan
dokumen angkutan, pemesanan ruangan pengangkut, pengelolaan
pendistribusian, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas pengiriman
Barang, penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan dan
penyediaan sistem informasi dan komunikasi serta layanan logistik.

47. Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu yang selanjutnya disingkat TPFT adalah
tempat pelayanan pemeriksaan fisik secara terintegrasi dalam satu kesatuan
proses yang melibatkan beberapa institusi dimulai dari tahap awal sampai
dengan tahap akhir pemeriksaan Barang impor/ekspor untuk diangkut lanjut.

48. Perusahaan Bongkar Muat yang selanjutnya disebut sebagai PBM adalah badan
hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas yang melakukan usaha
jasa terkait di bidang angkutan di perairan, khusus untuk kegiatan bongkar
muat Barang.

449, Tenaga Kerja Bongkar Muat yang selanjutnya disebut sebagai TKBM adalah
semua tenaga kerja yang terdaftar pada Pelabuhan setempat yvang melakukan
pekerjaan bongkar muat di Pelabuhan.

50. Badan Usaha Pelabuhan yang selanjutnya disingkat BUP adalah badan usaha

vang kegiatan usahanyva khusus di bidang pengusahaan Terminal dan fasilitas
Pelabuhan lainnya.

51. Konsesiadalah pemberian hak oleh Penyelenggara Pelabuhan kepada BUP untuk
melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa Kepelabuhanan
tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini, meliputi:

pendelegasian kewenangan;

penyelenggaraan Pelabuhan;

jenis, struktur, golongan dan mekanisme penetapan jasa kepelabuhanan;
pelaksanaan layanan jasa kepelabuhanan;

pelaksanaan layanan jasa terkait kepelabuhanan;

layanan sistem dan hak akses;

R WS-
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penagihan dan penyetoran;
denda; dan
pelaporan.

Bagian Keliga
Pendelegasian Kewenangan

Pasal 3

Kepala mendelegasikan kewenangan kepada:
a. anggota/deputi yang membidangi kepelabuhanan; dan
b. pimpinan unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan.

Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
persctujuan dan penandatanganan perjanjian pemanfaatan Barang milik negara
dan penggunaan perairan sebagaimana tercantum dalam Lampiran | dalam
Peraturan ini.

Selain  kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2], kewenangan
penandatanganan rekomendasi dari Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan
ketentuan yang mengatur mengenai perizinan berusaha berbasis risiko dan
ketentuan peraturan perundang-undangan didelegasikan kepada pimpinan unit
organisasi yang membidangi kepelabuhanan,

Kewenangan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Penerima pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

menyampaikan laporan pelaksanaan pendelegasian kewenangan kepada Kepala
secara periodik per & (enam) bulan secara berjenjang atau sewaktu-wakiu
diperlukan.

BAB I
PENYELENGGARAAN PELABUHAN

Bagian Kesatu
Kegiatan Pemerintahan di Pelabuhan

Pasal 4

Kegiatan pemerintahan di Pelabuhan paling sedikit meliputi fungsi:
a. pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan
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kepelabuhanan; dan
b.  keselamatan dan keamanan Pelayaran.

Selain kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada
Pelabuhan dapat dilakukan fungsi:

a.  kepabeanan;

b.  keimigrasian;

c. kekarantinaan; dan/atau

d. kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap.

Pasal 5

Fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh
Penyelenggara Pelabuhan.

Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Badan
Pengusahaan Batam.

Pasal 6

Fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Syahbandar.

Dalam penyelenggaraan Pelabuhan, unit organisasi yang membidangi
kepelabuhanan dan unit organisasi terkait di lingkungan Badan Pengusahaan
Batam berkoordinasi dengan Syahbandar untuk memastikan terpenuhinya
aspek keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 7

Fungsi kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan dan/atau kegiatan pemerintahan
lainnya yang bersifat tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

Pasal B

Badan Pengusahaan Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. menyediakan lahan di daratan dan di perairan Pelabuhan;
b. menyediakan dan memeiihara penahan gelombang, kolam Pelabuhan,
alur pelayaran dan jaringan jalan;
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menjamin keamanan dan ketertiban di Pelabuhan (Port Security Officer):
menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di Pelabuhan;
menyusun rencana induk Pelabuhan serta DLKr dan DLKp Pelabuhan;
melaksanakan kegiatan penyediaan layanan jasa kepelabuhanan dan jasa
terkait kepelabuhanan serta menetapkan tarif;

menjamin kelancaran arus Barang; dan

melakukan kerja sama dengan pemegang izin usaha BUP yang telah
memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dalam bentuk Konsesi
atau kerja sama bentuk lainnya di bidang kepelabuhanan.

o Ro

oLy

Dalam keadaan tertentu untuk pelaksanaan pemeliharaan penahan gelombang,
kolam Pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan oleh BUP yang telah mendapatkan
Konsesi atau pengelola TUKS yang dituangkan dalam perjanjian Konsesi atau
kerja sama bentuk lainnya.

Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi terjadinya
sesuatu yang dapat menghambat pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan vang
harus segera dilakukan pemulihan dan tidak dapat menunggu pembiayaan dari
anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 9

Penyediaan lahan di daratan dan perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
{1} huruf a dilakukan sesuai kebutuhan operasional Pelabuhan dan untuk menjamin

keselamatan pelayaran.

i1)

(2]

(1)

Pasal 10

Penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang vang dilakukan oleh Badan
Pengusahaan Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b
dilakukan untuk menahan arus dan ketinggian gelombang.

Penyediaan penahan gelombang dan pemeliharaan penahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kondisi perairan dan
pemeliharaan dilakukan secara berkala.

Pasal 11
Penyediaan dan pemecliharaan kolam Pelabuhan yang dilakukan oleh Badan

Pengusahaan Batam scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b
dilakukan untuk kelancaran operasional atau olah gerak Kapal.
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Penyediaan kolam Pelabuhan dan pemeliharaan kelam Pelabuhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan kolam Pelabuhan dan
pemeliharaannya secara berkala,

Pasal 12

Penvediaan dan pemeliharaan alur pelayvaran vang dilakukan oleh Badan
Pengusahaan Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 avat (1) huruf b
dilakukan agar perjalanan Kapal keluar dan atau masuk ke Pelabuhan
berlangsung dengan lancar.

Penvediaan alur pelayaran dan pemeliharaan alur pelayaran di Pelabuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan alur
pelavaran dan pemeliharaannyva secara berkala.

Pagal 13

Selain menyediakan penahan gelombang, kolam Pelabuhan dan alur pelayaran,
Badan Pengusahaan Batam menyediakan dan memelibara jaringan jalan di
dalam Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huraf b.

Penyediaan dan pemeliharaan jaringan jalan di dalam Pelabuhan sebagaimana
dimaksud pada avat {1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pagal 14

Unit organisasi vang membidangi kepelabuhanan bertanggung jawab menjamin
terwujudnya keamanan dan ketertiban di Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1) huruf c.

(1)

(2]

Pa=al 15

Untuk menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di Pelabuhan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huraf d, unit orgamsasi vang
membidangi kepelabuhanan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan di
Pelabuhan harus melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran
lingkungan.

Untuk menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di Pelabuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit organisasi yvang membidangi
kepelabuhanan menyediakan fasilitas pencegahan pencemaran dan menjamin
Pelabuhan yang berwawasan lingkungan.
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Pasal 16

(1}  Untuk menjamin kelancaran arus Barang di Pelabuhan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g, unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan
wajib:

a. menyusun sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan:

b. memelihara kelancaran dan ketertiban pelayanan Kapal dan Barang serta
kegiatan pihak lain sesuai dengan sistem dan prosedur pelayanan jasa
Kepelabuhanan yang telah ditetapkan;

c: melakukan pengawasan terhadap kegiatan bongkar muat Barang;

d. menerapkan teknologi sistem informasi dan komunikasi terpadu untuk
kelancaran arus Barang; dan

e, melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran arus
Barang.

(2) Sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan,

Pasal 17

Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi pelayanan Kapal angkutan laut Pelayaran Rakyat,
pelayaran perintis, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Pasal 18
Ketentuan mengenai Konsesi atau kerja sama bentuk lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h diatur dalam Peraturan Kepala terkait Konsesi atau kerja
sama bentuk lainnya.

Pasal 19

{1l Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1) unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan mempunyai

wewenang:

@, mengatur dan mengawasi penggunaan lahan daratan dan perairan
Pelabuhan;

b. mengawasi penggunaan DLKr dan DLKp;

c. mengatur lalu lintas Kapal ke luar masuk Pelabuhan melalul pemanduan
Kapal; dan

d. menetapkan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan

dalam Peraturan Kepala.
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Standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dievaluasi setiap tahun,

Bagian Kedua
Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan

Pasal 20

Kegiatan pengusahaan di Pelabuhan terdird atas:
penyediaan dan/atau pelayanan jasa Kapal, Barang dan penumpang; dan
jasa terkail kepelabuhanan.

a.
b.

{1

(<)

(1}

Paszal 21

Penyediaan dan/atau pelayanan jasa Kapal, Barang dan penumpang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas:

penvediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat:
penyediaan dan/atau pelayanan jasa untuk berlabuh;

penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar, pelayanan air
bersih dan tank cleaning;

penyediaan danfatau pelayanan fasilitas naik turun penumpang
dan/atau kendaraan:

penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan
kegiatan bongkar muat Barang dan peti kemas;

penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang, tempal penimbunan
Barang, alat bongkar muat serta peralatan Pelabuhan lainnya;
penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair,
curah kering dan Ro-Ro;

penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat Barang;

penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsclidasi Barang;
dan

penyediaan dan/atau pelayanan jasa Pemanduan, Penundaan dan Kepil
Kapal.

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh BUP melalui
Konsesi dan kerja sama bentuk lainnya.

Pasal 22

Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait kepelabuhanan schagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:

a.

penyediaan fasilitas penampungan limbah:
penyediaan depo peti kemas:
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penyediaan pergudangan;

Jjasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;

instalasi air bersih dan listrik;

pelayanan pengisian air tawar dan minyak;

penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa Pelabuhan;
penyediaan [asilitas gudang pendingin;

perawatan dan perbaikan Kapal;

pengemasan dan pelabelan;

fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer;

angkutan umum dari dan ke Pelabuhan;

tempat tunggu kendaraan bermotor;

kegiatan indusiri tertentu;

kegiatan perdagangan;

kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreast;

perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi; dan/atau
lainnya terkait.

@NeTPBECETI IR N AR

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang
perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha.

Pasal 23

Orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan  usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) yang akan melakukan
penycdiaan dan/atau pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan harus
bekerja sama dengan Badan Pengusahaan Batam.

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk
sewa dan kerja sama bentuk lainnya.

Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Dalam hal kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait dengan
kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan oleh orang
perscorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha di dalam wilayah kerja
Pelabuhan, sisi darat yvang diusahakan oleh BUP harus mendapatkan persetujuan dari
Badan Pengusahaan Batam.
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Pasal 25

Penetapan BUP yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pengusahaan di
Pelabuhan pada Pelabuhan yang berubah statusnya yvang dilakukan melalui
pemberian Konsesi dari Badan Pengusahaan Batam.

Pemberian Konsesi kepada BUP sebagaimana dimaksud pada avat (1) diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Kepala terkait Konsesi dan bentuk kerja sama lainnya.

Bagian Ketiga
Pembangunan Pelabuhan di KPBPB Batam

Pasal 26

Pembangunan Pelabuhan di KPBPB Batam hanya dapat dilakukan berdasarkan
Rencana induk Pelabuhan Nasional, Rencana induk Pelabuhan dan lokasi
Pelabuhan yang telah ditetapkan.

Pembangunan Pelabuhan di KPBPB Batam dilaksanakan oleh:
a. BUP; dan
b. instansi pemerintah.

Pembangunan Pelabuhan vang dilaksanakan olech BUP sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} huruf a wajib memperoleh perizinan berusaha dari Badan
Pengusahaan Batam.

Pembangunan Pelabuhan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurul b wajib memperoleh persetujuan dari
Badan Pengusahaan Batam.

Perizinan Pembangunan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3] dan

ayal (4} diterbitkan oleh unit organisasi yang membidangi pelayanan terpadu
satu pintu.

Pasal 27

BUFP sebagmimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (Z) hurufl a melaksanakan
pembangunan Pelabuhan berdasarkan Konsesi atau bentuk kerja sama lainnya dari
Badan Pengusahaan Batam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

Pasal 28

Pembangunan Pelabuhan di KPBPB Balam yang diusahakan secara komersial
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dapat dilakukan dalam bentuk pembangunan terminal dan fasilitas Pelabuhan
lainnya.

Pembangunan terminal dan fasilitas Pelabuhan lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapal dilaksanakan oleh BUP berdasarkan Konsesi atau bentuk
kerja sama lainnya dari Badan Pengusahaan Batam.

Pembangunan fasilitas Pelabuhan yang menjadi tugas dan tangpung jawab
Badan Pengusahaan Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
penyediaan lahan di daratan dan di perairan:

penahan gelombang disesuaikan dengan kondisi perairan;

kolam Pelabuhan;

alur pelayaran;

jaringan jalan menuju terminal dan/atau antar terminal di wilayah
Pelabuhan; dan

- fasilitas umum lainnya.

pRpop

Pembangunan fasilitas pokok Pelabuhan yang dilakukan olech BUP meliputi:
dermagna;

lapangan penumpukan [container yard);

gudang;

terminal penumpang;

terminal peti kemas;

terminal curah cair;

terminal curah kering;

terminal Re-Ro;

car terminal;

terminal serbaguna;

terminal terapung;

fasilitas peralatan bongkar muat;

fasilitas penampungan dan pengelolaan limbah;

fasilitas bunker;

fasilitas pemadam kebakaran;

fasilitas gudang untuk Barang berbahaya dan beracun (B3):
fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan Pelabuhan; dan
fasilitas pokok lainnya sesuai perkembangan teknologi.

NP ORErRTEERANAO TR

Pasal 29

Pembangunan fasilitas di sisi darat Pelabuhan yang dilakukan berdasarkan
Hencana induk Pelabuhan dapat dilakukan setelah memenuhi perizinan
berusaha untuk mendirikan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Pembangunan fasilitas di sisi darat Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdin atas fasihitas pokok dan fasilitas penunjang.

Fasilitas pokok dan fasilitas penunjang scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
berupa gedung dan bangunan antara lain:

f. guda.ng
b. terminal penumpang; dan
. gedung perkantoran.

Bagian Ketiga
Pengembangan Pelabuhan di KPBPB Batam

Pasal 30

Pengembangan Pelabuhan di KPBPB Balam hanya dapat dilakukan berdasarkan
rencana induk Pelabuhan nasional dan rencana induk Pelabuhan.

Pengembangan Pelabuhan dilaksanakan oleh:
f. BUP; dan
b. instansi pemerintah.

Pengembangan Pelabuhan yang dilaksanakan oleh BUP sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a wajib memperoleh perizinan berusaha dari Badan
Pengusahaan Batam.

Pengembangan Pelabuhan yang dilaksanakan oleh instansi pemenntah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib memperoleh persetujuan dari
Badan Pengusahaan Batam.

Perizinan pengembangan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4] diterbitkan oleh unit organisasi yang membidang pelayanan lerpadu
satu pintu.

Bagian Keempat
Pengoperasian Pelabuhan di KPBPB Batam

Pasal 31

Pengoperasian Pelabuhan di KPBPB Batam dilakukan setelah mendapat persetujuan
atau perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Badan Pengusahaan Batam.
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Pasal 32

Pengoperasian fasilitas Pelabuhan dilakukan setelah pemeriksaan fisik dan uji
coba sandar/lepas dan olah gerak Kapal.

Pemeriksaan dan pelaksanaan uji fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan dan unit
organisasi yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan
Kewenanganmnya.

Pemeriksaan dan pelaksanaan uji coba sandar/lepas dan olah gerak Kapal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Syahbandar.

Dalam hal hasil pemeriksaan fisik dan uji coba sandar/lepas dan olah gerak
Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dan ayat (3) dinvatakan siap untuk
dioperasikan, unit organisasi yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu
membuat berita acara hasil pemeriksaan fisik sebagai salah satu persyaratan
untuk permohonan perizinan berusaha.

Pasal 33

Pengoperasian Pelabuhan di KPBPB Batam dilaksanakan oleh:
a. BUP,; atau
b. Badan Pengusahaan Batam.

Pengoperasian Pelabuhan yang dilaksanakan oleh BUP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a wajib memperoleh perizinan berusaha dari Badan
Pengusahaan Balam.

Perizinan pengoperasian Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterbitkan oleh unit organisasi yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu.

Pengajuan persetujuan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul
b wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

f. pembangunan Pelabuhan atau terminal telah selesai dilaksanakan sesuai
dengan persetujuan pembangunan Pelabuhan;

b. keselamatan dan keamanan pelayaran;

£ fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan Barang
tersedia;

d. terdapat sistem pengelolaan lingkungan sesuai yang ditetapkan di dalam
dokumen lingkungan;

e. terdapat sistem dan prosedur pelayanan yang ditetapkan oleh unit

organisasi yang membidangi kepelabuhanan;
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I. sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian Pelabuhan yang
memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat;
dan

g berita acara uji coba sandar/lepas dan olah gerak Kapal.

Pelabuhan dapat ditingkatkan kemampuan pengoperasian fasilitasnya dari
[asilitas untuk melayani Barang umum menjadi unituk melayani angkutan peti
kemas, angkutan curah cair, curah kering, terminal kendaraan dan /atau Ro-Ro.

Peningkatan pengoperasian fasilitas Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada
avat (5) dilakukan berdasarkan persetujuan Badan Penpusahaan Batam.

Persetujuan peningkatan pengoperasian [asilitas Pelabuhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6] diterbitkan oleh unil organisasi yang membidang
pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 34

BUP yang telah mendapatkan perizinan berusaha dan persetujuan pengoperasian
Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) wajib:

A.
b.

C.

(1)

(<)

(3)

bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian Pelabuhan atau Terminal
yvang bersangkutan;

melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Badan Pengusahaan
Batam melalui unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan;

menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta
kelestanan hngkungan; dan

menaahl ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi pemerintah
lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya.

Bagian Kelima
Tersus dan TUKS
Pasal 35

Untuk menunjang kegiatan tertentu di luar DLEr dan DLKp Pelabuhan, dapat
dibangun dan dioperasikan Tersus.

Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam DLEr dan DLKp Pelabuhan, dapat
dibangun TUKS.

Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2] merupakan
kegiatan untuk menunjang kegiatan usaha pokok yang tidak terlayani olch
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Pelabuhan karena sifat Barang atau kegiatan usahanya memerlukan pelayanan
khusus.

Pasal 36

Tersus atau TUKS hanya dapat dioperasikan untulk:

a. kegiatan lalu lintas Kapal, turun naik penumpang atau bongkar muat
Barang berupa bahan baku, hasil produksi dan/atau peralatan
penunjang produlsi untuk kepentingan sendiri; dan

b. kegiatan pemerintahan, penelitian, pendidikan dan pelatihan sérta sosial.

Tersus atau TUKS harus membuat laporan kegiatan pengoperasian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
melalui Sistem PJK serta wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk
terselenggaranya kegiatan pelayanan dan pengawasan kepelabuhanan.

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dibuktikan dengan
dokumen penumpang dan/atau dokumen muatan Barang.

Sarana dan prasarana sebagaimana cdimaksud pada ayat (2) berupa:

a. ruangan dan/atau area yang dipergunakan untuk pengawasan; dan

b. kamera Closed Circuit Television (CCTV) yang terintegrasi ke Sistem PJK
dan dapatl diakses oleh unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan.

Pasal 37

Perizinan berusaha penetapan lokasi, pembangunan/pengembangan dan
pengoperasian Tersus dan TUKS di wilayah KPBPB Batam dilaksanakan sesuai
ketentuan Peraturan Kepala mengenai penyelenggaraan pelayanan perizinan di
KPBPB Batam.

Pemegang perizinan berusaha kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar ketentuan perizinan
berusaha dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
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BAB I
JENIS, STRUKTUR, GOLONGAN DAN MEEKANISME PENETAPAN JASA
KEPELABUHANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

Jenis pelavanan kegiatan pengusahaan di Pelabuhan terdiri atas:

a.
b.

(1)

(2)

(L)

]

jasa kepelabuhanan; dan
jasa terkait kepelabuhanan,

Pasal 39

Jenis pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
huruf a merupakan suatu pungutan atas setiap pelavanan vang diberikan oleh
Badan Pengusahaan Batam atau BUP kepada pengguna jasa kepelabuhanan.

Jenis pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada avat (1) terdiri
atas:

A. pelayanan jasa Kapal;

b. pelayanan jasa Barang; dan

c.  pelayanan jasa penumpang.

Pasal 40

Pelayanan jasa Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2] huruf a
terdiri atas:
pelavanan jasa labuh;
pelayanan jasa pemanduan;
pelayvanan jasa penundaan;
pelayanan jasa Tambat;
pelayanan jasa penggunaan alur pelayaran;
jasa Yacht dan sejenisnya;
jasa pelayanan Kapal Pelayaran Rakyal dan Angkutan Laut Perintis;
paket jasa alih muat antar Kapal; dan
i, pelayanan jasa Kepil.
Pelayanan jasa Barang sebagaimans dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b
terdiri atas:
a. jasa Barang umum di Terminal serbaguna (multipurpose terminal);
b. pelayanan jasa peti kemas di terminal peti kemas;
.  pelayanan jasa Barang curah cair/gas di terminal curah cair /gas;

‘FRmspAnoo
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Pelayanan jasa penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf
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pelayanan jasa curah kering di terminal curah kering;
pelayanan jasa kendaraan di terminal kendaraan (car terminal),
pelayanan jasa bongkar muat Barang di terminal terapung;
pelayanan jasa peti kemas di terminal daratan(dry port] {dan

tarif pelayanan bongkar muat kendaraan dan Barang secara Ro-Ro di

terminal Ro-Ro.

c terdiri atas pas penumpang dan Barang bawaan penumpang.

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan Jasa Terkait Kepelabuhanan

Pasal 41

Jenis pelayanan jasa terkait kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38

huruf b merupakan suatu pungutan atas setiap pelayanan yang diberikan oleh Badan
Pengusahaan Batam kepada pengguna jasa kepelabuhanan.

(1)

Pasal 42

PEH}FEd.lHEn danfatau pelayanan jasa terkait kepelabuhanan meliputi:

Frpm oo

renogepgge

penyediaan fasilitas penampungan limbah;

penyediaan depo peti kemas;

penyediaan pergudangan;

jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;
pelayanan jasa air bersih dan distribusi listrik;

pelayanan pengisian air tawar dan minyak;

penyediaan perkantoran uniuk kepentingan pengguna jasa Pelabuhan;
penyediaan fasilitas gudang pendingin;

perawatan dan perbaikan Kapal:

pengemasan dan pelabelan;

pelayanan jasa penimbangan berat kotor peti kemas [verified gross
Mass];

fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer;
angkutan umum dari dan ke Pelabuhan;

tempat tunggu kendaraan bermotor;

kegiatan industri tertentu;

kegiatan perdagangan;

kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;

jasa periklanan;

perhotelan, restoran, pariwisata, pos, dan telekomunikasi;
layanan alat;
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. Sewa tanah, ruangan, dan bangunan;
V. bunker:
W, sewa layanan rak pipa;
X. pelayanan jasa alat;
y. tanda masuk (pas) Pelabuhan;
£, pelayanan sampah limbah Kapal,
aa.  pelayanan kendaraan dan Barang secara Ro-Ro;
bb. inter terminal transfer;
o hi-co scan;
dd. hi-co scan with behandle;
ee.  over stack Tambat Kapal;
T.  trucking (dari stock file ke conveyon:
ge. penumpukan plus Gerakan elstra (sfack awal);
hh. batal transaksi;
1. dafter closing timne;
kk.
1.

(2)  Pelayanan jasa air bersih dan distribusi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e termasuk biaya penggunaan biaya air bersih dan listrik.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang
perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha yang bekerja sama
dengan Badan Pengusahaan Batam.

Bagian Ketiga
Struktur Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dan Pelayanan Jasa Terleait dengan
Kepelabuhanan

Pasal 43
Struktur pelayanan jasa kepelabuhanan dan pelayanan jasa terkait kepelabuhanan
merupakan kerangka dikaitkan dengan tatanan waktu dan satuan ukuran dari setiap
jenis pelayanan jasa dalam 1 (satu) paket pungutan.

Pasal 44
KRerangka pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, pada

setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhanan terdin atas;
a. pelayanan jasa Kapal dibedakan untuk Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri dan
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Angkutan Laut Luar Negeri, meliputi:

|

2.

2
b
7

pelayanan j jasa Labuh;

pelayanan jasa Pemanduan, terdiri atas:

a) Pemanduan Kapal di perairan wajib pandu;

] Pemanduan Kapal di perairan pandu luar biasa; dan

c) Pemanduan Kapal di luar batas perairan wajib pandu dan
perairan pandu luar biasa.

pelayanan jasa Penundaan, terdiri atas:

a) di dalam daerah perairan Pelabuhan; dan

b) di luar daerah perairan Pelabuhan.

pelayanan jasa Tambat, terdiri atas:

a) tambatan dermaga;

b tambatan breasting dolphin/ pelampung; dan

c) tambatan pinggiran fallud.

pelayanan jasa penggunaan alur pelayaran;

pelayanan jasa Kepil; dan

pelayanan tambahan.

b. pelayanan jasa Barang dibedakan untuk kegiatan ekspor dan impor serta antar
pulau, meliput:

1.

by

pelayanan jasa Barang umum di terminal serbaguna (multipurpose
terminal), terdiri atas kegiatan:
al dermaga;
+]] stevedoring;
c) Jjasa cargodoring;
d) penumpukan;
el jasﬂ monitoring/ supervisi;
) jasa Stripping/ Stuffing;
El mﬂmmg / delivery;
h) jasa cleaning/trimming/sweeping; dan
i) pelayanan tambahan.
pelayanan jasa peti kemas di terminal peti kemas, terdiri atas Kegiatan:
operasi Kapal, terdiri atas:
1) dermaga;
2) Stevedoring,
3) aulage/ trucking menumpuk ke lapangan atau sebaliknya;
4) Shifting,
5) buka/tutup palka; dan
6) kegiatan operasional Kapal lainnya.
operasi lapangan, terdiri atas:
1} penumpukan;
2) Lo-Lo;
3) Gerakan ekstra;
4) relokasi angsur; dan
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5) kegiatan operasional lapangan lainnya.
¢| operasi container freight station, terdiri atas:
1} Stripping/ Stujffing;
2] penumpukan;
3) penerimaan/penyerahan; dan
4) kegiatan container freight station lainnya.
d) kegiatan pelayanan tambahan, terdiri atas:
1} biaya administrasi nota;
2] biaya inter terminal transfer,
3] biava surat penyerahan peti kemas (SPP};
4) biaya kartu ekspor;
2} biaya hi-co scan;
6] biaya hi-co scan with behandle,
7) biaya stack awal (biaya penumpukan plus Gerakan ckstra);
B} biaya batal transaksi;
9) biaya after closing time;
10} biaya administrasi IT system untuk e-payment;
11) biaya Pindah Lokasi Penumpukan (PLP);
12) biaya site office; dan
13) biaya monitoring/supervisi.
3. pelayanan jasa Barang curah cair/gas di terminal curah cair/gas, terdiri
alas kegiatan:
a] operas: Kapal, terdin atas:
1) dermaga;
2) plugging/ unplugging (flexible hose);
3) pipa;
4) pompa;
J) pemanas;
B) monitoring/supervise;
7| deaning, dan
B] trucking.
b) operasi lapangan, terdin atas:
1) penumpukan (tangki);
2] pengisian dari tanghki ke truck tangia;
3) pembongkaran dari truck ke tangki; dan
4] pemanas.
¢) pelayanan tambahan, terdiri atas:
1) biaya administrasi nota
2) biaya administrasi IT system untuk e-payment
3) biaya transfer; dan
4] biaya monitoring/ supervise.
4.  pelayanan jasa curah kering di terminal curah kering, terdiri atas
kegiatan:
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a) operasi Kapal, terdini atas:
1) dermaga;
2) econveyor/pipa/excavator/grab;
3) plugging, unplugeging,
4) monitoring/ supervisi;
3) pompa;
6) ramp door/ moveable bridge;
7) grab and hooper;
8) trimming, dan
9) eleaning.
b) operasi lapangan, terdiri atas:
1) penumpukan (stock pile);
2) bagging/unbagging,
3) hooper,
4) trimming; dan
5) bongkar/muat dari/ke iruck.
¢) pelayanan tambahan, terdiri atas:
1) biaya administrasi nota;
2} biaya administrasi IT system untuk e-payment;
3) biaya transfer, dan
4] biaya monitoring/supervise.,
5. pelayanan jasa kendaraan di terminal kendaraan (ear terminal), terdiri
atas kegiatan;
a) dermaga;
b} penumpukan;
c) flat bed on tire;
d) stevedoring,
e} perencanaan lapangan;
f) monitoring/supervise;
g) cleaning;
h) carwash;
1) minor repair;
jl teknologi informasi;
k] glosing;
l| receiving/ delivery;
m) pas tiket masuk cargo;
n} painting,
o} tug masler,
p) labeling, dan
q} pelayanan tambahan.
6. pelayanan jasa bongkar muat Barang di terminal terapung, terdiri atas
kegiatan:
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a) bongkar muat;
b) mooring master;
¢) persewaan fender;
d} hose;
e oil spill response;
) Surveyor;
gl tncident oul spill response;
h) ship chandler;
i) penanganan limbah Kapal,
il service boat; dan
k} blending muatan.
7. pelayanan jasa peti kemas di terminal daratan (dry port), terdiri atas
kegiatan:

a) operasi lapangan;
b} pelayanan pergudangan;
c) pelayanan penerimaan /penyerahan; dan
d) pelayanan tambahan.
8. pelayanan bongkar muat kendaraan dan Barang secara Ro-Ro di Terminal
Ro-Ro, terdiri atas kegiatan:
a) dermaga;
b) naik/turun kendaraan;
c) penumpukan/penyimpangan di lapangan;
d) Stevedoring;
e] perencanaan lapangan;
f) monitoring/supervise;
g) timbangan; dan
h) pelayanan tambahan.
c. pelayanan jasa penumpang di Terminal penumpang, terdiri atas:
1. pelayanan ruang tunggu dan fasilitas penunjang penumpang; dan
2. penanganan Barang bawaan penumpang.
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Pasal 45

Tatanan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditetapkan sebagai berikut:
a. pelayanan jasa Kapal, terdiri atas:
k- Labuh dihitung berdasarkan ukuran Kapal dalam GT, dengan satuan GT
per kunjungan Kapal;

2. pemanduan dihitung berdasarkan ukuran Kapal yang dipandu dalam GT,
dengan satuan GT per Gerakan dikaitkan dengan jarak pemanduan dan
tingkat risiko dengan rumusan:

(IGT x tarif variabel) + tarif tetap) x Gerakan;

3. penundaan dihitung berdasarkan ukuran Kapal yang ditunda dalam GT,

dengan satuan GT per jam, dengan rumusan: ((GT x tarif variabel) + tarif

tetap] x jam;

4. Tambat dihitung berdasarkan ukuran Kapal dalam GT, dengan satuan GT
per Etmal;

5. penggunaan alur pelayaran yang diusahakan, dihitung dengan
ketentuan:

al untuk Kapal kosong, berdasarkan ukuran Kapal dalam GT, dengan
satuan GT per sekali lewat; dan
b) untuk Kapal isi muatan, berdasarkan ukuran Kapal dalam GT
dengan satuan GT per sekali lewat atau berdasarkan muatan Kapal
dengan satuan ton/m?/ box per kunjungan;
B. pelayanan jasa Kepil, dihitung berdasarkan satuan per Gerakan; dan
7.  pelavanan tambahan, terdiri atas:
a) biaya administrasi nota, dihitung berdasarkan satuan per nota; dan
=] biaya administrasi IT system untuk e-payment, dihitung
berdasarkan satuan per nota.
b. pelayanan jasa Barang, terdiri atas:
1. pelayanan jasa Barang umum di terminal serbaguna (mutipurpose
terminall;
a). jasa dermaga, dihitung berdasarkan:
1} satuan per ton atau per m® untuk Barang umum;
2) satuan per box untuk peti kemas;
3d) satuan per ckor untuk hewan;
4} s=atuan per ton, per m® ton, per kiloliter, per Million Metric
British Thermal Unit [MMBTU) atau per Million Standard Cubic
Feet (MSCF) untuk curah cairfgas;
3] satuan per ton atau per m* untuk curah kering; dan
6) satuan per unit atau per m* per pelayanan untuk kendaraan,
b) jasa stewredoring, dihitung berdasarkan:
1) satuan per ton atau per m? per pelayanan untuk Barang
umum;
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2)
4
4)

5
6)
jasa
1)

2)
3)
4)

5)
6)
jasa

.99,

satuan per box per pelayanan untuk petikemas;

satuan per ckor per pelayanan untuk hewan;

satuan per ton, per m? ton, per kiloliter atau per MMBTLU atau

MSCF untuk curah cair/gas;

satuan per ton atau per m? untuk curah kering; dan

satuan per unit atau per m? per pelayanan untuk kendaraan.
cargodoring, dihitung berdasarkan:

satuan per ton atau per m? per pelayanan untuk Barang

LI

satuan per box per pelayanan untuk peti kemas;

satuan per ekor per pelayvanan untuk hewan:

satuan per lon, per m® ton, per kiloliter atau per MMBTU atau

MSCF untuk curah cair /gas;

satuan per ton atau per m? untuk curah kering; dan

satuan per unit atau per m? per pelayanan untuk kendaraan.
monitoring/supervisi, dihitung berdasarkan satuan per ton

atau per m3 atau per unit atau per kegiatan per jam;

jasa
1)

2)
3

4]
jasa
1]
2)

3)
4

=
6

Stripping/ Stuffing, dihitung berdasarkan:

satuan per lon atau per m? per pelayvanan untuk Barang pecah
(breakbulk) dan curah kering;

satuan per ckor per pelayvanan untuk hewan;

satuan per unit atau per m? per pelayanan untuk kendaraan;
dan

satuan per box untuk per pelayanan untuk peti kemas.
receiving,/ delivery, dihitung berdasarkan:

satuan per ton atau per m® per pelayanan untuk Barang
umum;

satuan per box per pelayanan untuk peti kemas;

satuan per ekor per pelayvanan untuk hewan;

satuan per ton, per m? ton, per kiloliter atau per MMBTU atau
MSCF untuk curah cair/gas;

satuan per ton atau per m? untuk curah kering; dan

satuan per unit atau per m? per pelayanan untuk kendaraan.

jasa cleaning/ tnimming/ sweeping, dihitung berdasarkan satuan per

ton,

per md, per kiloliter atau per unit per pelayanan;

jasa pelayanan tambahan, terdiri atas:

1)
<)

3)

biaya administrasi nota, dihitung berdasarkan satuan per
nota;

biaya inter terminal transfer, dihitung berdasarkan satuan per
ton, per m?, per box atau per unit;

biaya stack awal (biaya penumpukan plus Gerakan ckstra),
dihitung berdasarkan satuan per ton, per m?, per box atau per
unit;
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4) biaya administrasi IT system untuk epayment, dihitung
berdasarkan satuan per nola;
5) biaya haulage, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m?,
per box atau per unit;
6) biaya monitoring/supervisi, dihitung berdasarkan satuan per
ton, per m?, per box, per unit atau per ekor per kegiatan; dan
7) biaya site office, dihitung berdasarkan satuan per m?, per unit
atau per box,
2. pelayanan jasa peti kemas di terminal peti kemas, terdiri atas;
a) kegiatan operasi Kapal, terdiri atas:
1} dermaga, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m?, per box
atau per unit per pelayanan;
2) stevedoring, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m?, per
box dan per unit per pelayanan;
3)  haulage/trucking, dihitung berdasarkan satuan per ton, per
m?, per box atau per unit per pelayanan;
4) shifting, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m?, per box
atau per unit per pelayanan;
9)  buka/tutup palka, dihitung berdasarkan satuan per unit per
pelayanan; dan
6) [ift on/lift off, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m?, per
box atau per unit per pelayanan.
b kegiatan operasi lapangan, terdiri atas:
1} penumpukan, dihitung berdasarkan satuan per ton/m?/ box/
unit per hari;
2)  lift on/lift off dihitung berdasarkan satuan per ton, per m?, per
box atau per unit per pelayanan;
3) Gerakan ekstra, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m?,
per box atau per unit per pelayanan;
4) relokasi, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m?, per box
atau per unit per pelayanan: dan
9) angsur, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m?, per box
atau per unit per pelayanan.
) kegiatan operasi container freight station, terdiri atas:
1) stnipping/stuffing, dihitung berdasarkan satuan per ton, per
m?, per box atau per unit per pelayanan;
2) penumpukan, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m?,
per box atau per unit per hari; dan
3) penerimaan/penyerahan, dihitung berdasarkan satuan per
ton, per m3, per box atau per unit per pelayanan.
d} kegiatan pelayanan tambahan, terdiri atas:

1)

biaya administrasi nota, dihitung berdasarkan satuan per
nota;
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2} biaya in ter terminal transfer, dihitung berdasarkan satuan per
ton, per m3, per hax atau per unit;

d) biaya surat penyerahan peti kemas (SPP), dihitung
berdasarkan satuan per box

4) Inaya urat penyerahan peti kemas (SPP), dihitung berdasarkan
satuan per box

5) biaya hi-co scan, dihitung berdasarkan satuan per box;

6) biaya hi-co scan with behandle, dihitung berdasarkan satuan
per lon, per m?, per box atau per unit;

7] biaya stack awal (biaya penumpukan plus Gerakan ekstra),
dihitung berdasarkan satuan per ton, per m?, per box atau per
unit;

8) biaya batal transaksi, dihitung berdasarkan satuan per ton,
per m?, per box atau per unit;

9) biaya after closing time, dihitung berdasarkan satuan per ton,
per m?, per bax atau per unit;

10} biaya administrasi IT system untuk e-payment, dihitung
berdasarkan satuan per nota;

11} biaya pindah lokasi penumpukan (PLP), dihitung berdasarkan
satuan per ton, per m?, per bax atau per unit; dan

12) biaya site office, dihitung berdasarkan satuan per m?2 per unit
atau per box.

c. pelayanan jasa Barang curah cair/gas di terminal curah cair/gas, terdiri
atas:

1. dermaga, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m? ton, per
kiloliter, per MMBTU atau per MSCF;

2 penumpukan (tangki), dihitung berdasarkan satuan per kapasitas
tangki, per ton, per m? ton, per kiloliter, per MMBTU atau per MSCF
per hari;

3 plugging/unplugging (flexible hose), dihitung berdasarkan satuan
per kegiatan per Kapal;

4, monitoring/ supervisi, dihitung berdasarkan satuan ton/m? ton fkilo
liter/ MMBTU fMMSCF per kegiatan;

5. pipa, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m? ton, per kiloliter,
per MMBTU atau per MSCF per kegiatan per jam;

6. pemanas, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m? ton, per
kiloliter, per MMBTU atau per MSCF per kegiatan per jam;

T pompa, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m® ton, per
kiloliter, per MMBTU atau per MSCF per kegiatan per jam;

8. cleaning, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m® ton, per
kiloliter, per MMBTU atau per MSCF per liter per kegiatan;

! trucking, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m? ton, per
kiloliter, per MMBTU atau per MSCF; dan
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10. pelayanan tambahan terdiri atas:
a) biaya administrasi nota dihitung berdasarkan satuan per nota;
b biaya administrasi IT system untuk epayment dihitung
berdasarkan satuan per nota;
¢} biaya transfer dihitung berdasarkan satuan per ton, per m?®
ton, per kiloliter, per MMBTU atau per MSCF; dan
dj biaya monitoring/supervisi, per ton, per m? ton, per kiloliter,
per MMBTU, per MMSCF per kegiatan.
d. pelayanan jasa curah kering di terminal curah kering, terdiri atas:
1. dermaga, dihitung berdasarkan satuan per ton atau per m¥;
2, penumpukan (stock pile), dihitung berdasarkan satuan per ton atau
per m? per hari;
3. conveyor/ pipa/ excavatorf grab, dihitung berdasarkan satuan per
ton atau per m3;
4. plugging/unplugging, dihitung berdasarkan satuan per kegiatan per
pelayanan;
2. monitoring/ supervisi, dihitung berdasarkan satuan per kegiatan per
Jam;
b. pompa, dihitung berdasarkan satuan per ton atau per m?® ton per
kegiatan per jam;
T- ramp door/ moveable bridge, dihitung berdasarkan satuan per
kegiatan;
8. hooper, dihitung berdasarkan satuan per ton atau per m?;
9, trirmumiing, dihitung berdasarkan satuan per kegiatan;
10.  bagging, dihitung berdasarkan satuan per ton atau per karung;
11. cleaning, dihitung berdasarkan satuan per kegiatan;
12.  trucking, dihitung berdasarkan satuan per ton atau per m? ton; dan
13. pelayanan tambahan, terdiri atas:
a) biaya adminisirasi nota, dihitung berdasarkan satuan per
nota;
bl biaya administrasi IT system untuk e-payment, dihitung
berdasarkan satuan per nota;
¢) biaya transfer, dihitung berdasarkan satuan per ton atau per
m3 ton; dan
d) biaya meonitoring/supervisi, dihitung berdasarkan satuan per
ton atau per m? ton per kegiatan.
e, pelayanan jasa kendaraan di terminal kendaraan (car terminal), terdin
atas:
L dermaga, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m® atau per
unit;
a, penumpukan, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m? atau
per unit per har;
3.  flat bed on tirefalat bantu mekanis, dihitung berdasarkan satuan
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per unit;

4. stevedoring, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m? atau per
unit;

3. perencanaan lapangan, dihitung berdasarkan satuan per ton, per
m? atau per unit;

6. monitoring supervisi, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m?*
atau per unit per jam per kegiatan;

7. cleaning, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m? atau per
kegiatan;

8. carwash, dihitung berdasarkan satuan per unit;

9, repair, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m? atau per unit;

10. teknologi informasi, dihitung berdasarkan satuan per kilo
karakter /unit;

11. glossing, dihitung berdasarkan satuan per unit;

12.  receiving/ delivery, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m?
atau per unit;

13. pas, dihitung berdasarkan satuan per unit;

14. painting, dihitung berdasarkan satuan per unit;

15. tug master, dihitung berdasarkan satuan per kegiatan;

16, labeling, dihitung berdasarkan satuan per unit; dan

17. pelayanan tambahan, terdiri atas:
a) biaya administrasi nota, dihitung berdasarkan satuan per

nota; dan
b) biaya administrasi IT system untuk e-payment, dihitung
berdasarkan satuan per nota.
3 pelayanan jasa bongkar muat Barang di terminal terapung, terdiri atas:

1. bongkar muat, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m?, atau
per kilo liter;

2. mooring master, dihitung berdasarkan kegiatan per satuan waktu;

3. persewaan fender, dihitung berdasarkan satuan unit per kegiatan;

4, hose, dihitung berdasarkan satuan unit per kegiatan;

5. oil spill response, dihitung berdasarkan satuan unit per kegiatan;

6. surveyor, dihitung berdasarkan satuan unit per kegiatan;

7. theident ol spill response, dihitung berdasarkan satuan unit per
kegiatan /waktu;

8. ship chandler, dihitung berdasarkan satuan per unit;

= penanganan limbah Kapal, dihitung berdasarkan satuan per
ton/m3 ton/kilo liter;

10. service boat, dihitung berdasarkan satuan  unit  per
kegiatan / Gerakan /hari/penumpang; dan

11. biending muatan, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m?,

atau per kilo liter

g. pelayanan jasa peti kemas di terminal daratan {dry port), terdiri atas:
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pelayanan operasi lapangan, dihitung berdasarkan satuan per ton,
per m?, per box atau per unit per kegiatan [ jam / hari;

2. pelayanan pergudangan, dihitung berdasarkan satuan per
ton/ma3/f bax/unit per kegiatan /hari;
3. pelayanan penerimaan/penyerahan, dihitung berdasarkan satuan
per ton /m3/ box/ unit per kegiatan; dan
4. pelayanan tambahan, terdiri atas:
a) biaya administrasi nota, dihitung berdasarkan satuan per
nota;
b) biaya SPP, dihitung berdasarkan satuan per box;
c) biaya kartu ekspor, dihitung berdasarkan satuan per bax;
d} biaya hi-co scan, dihitung berdasarkan satuan per box;
€] biaya hico scan with behandle, dihitung berdasarkan satuan
per ton, per m?, per box atau per unit;
fi biaya batal transaksi, dihitung berdasarkan satuan per ton,
per m?, per box atau per unit;
g] biaya batal transaksi, dihitung berdasarkan satuan per ton,
per m?, per box atau per unit;
h} biaya administrasi IT system untuk e-payment, dihitung
berdasarkan satuan per nota;
i)  biaya site office, dihitung berdasarkan satuan per m?, per unit
atau per box; dan
i} biaya monfforing/supervisi, dihitung berdasarkan satuan per
ton, per m?, per box atau per unit per kegiatan.
h. pelayanan bongkar muat kendaraan dan Barang secara Ro-Ro di terminal

Ro-Ro, terdin atas:

1.

2.

wom s

dermaga, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m® atau per

unit;

penumpukan, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m? atau

per unit per har;

stevedoring, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m? atau per

unit;

perencanaan lapangan, dihitung berdasarkan satuan per ton, per

m*? atau per umnit;

montloring/ supervisi, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m?

atau per unit per jam per kegiatan; dan

pelayanan tambahan terdin atas:

a) biaya administrasi nota, dihitung berdasarkan satuan per
nota; dan

b) biaya administrasi IT system untuk e-payment, dihitung
berdasarkan satuan per nota.

3. pelayanan jasa penumpang, dihitung berdasarkan satuan per penumpang per
pelayvanan pada ruang tunggu.
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Pasal 46

Tatanan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa terkait dengan
kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditetapkan sebagai berikut:

.

b.

.

pelayanan fasilitas penampungan limbah, dihitung berdasarkan satuan per ton,
per m3, atau kilo liter per kegiatan;

pelayanan depo peti kemas, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m?, per
Box atau unit per kegiatan, per jam atau per hari;

pelayanan pergudangan, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m?, per box,
per unit, per kegiatan atau per hari;

pelayanan jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor, dihitung
berdasarkan satuan per ton atau per m?;

pclayanan jasa air bersih, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m® per ton
atau per kilo liter;

pelayanan distribusi listrik, dihitung berdasarkan satuan per KWH;

pelavanan pengisian air tawar dan minyak, dihitung berdasarkan satuan per ton,
per m?, per kilo liter atan per unit;

pelayanan penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa
pelabuhan, dihitung berdasarkan satuan per m2, per unit, per hari, per bulan
atau per tahun;

pelayanan penyediaan fasilitas gudang pendingin, dihitung berdasarkan satuan
per ton, per m?, per box, per unit, per jam, per hari, per bulan atau per tahun;
pelayanan perawatan dan perbaikan Kapal, dihitung berdasarkan satuan per
unit;

pelayanan pengemasan dan pelabelan, dihitung berdasarkan satuan per unit;
pelayanan fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer, dihitung
berdasarkan satuan per box atau per unit per kegiatan;

pelayanan angkutan umum dari dan ke pelabuhan, dihitung berdasarkan satuan
per penumpang atau per kendaraan;

pelayanan tempat tunggu kendaraan bermotor, dihitung berdasarkan satuan per
unit, per jam atau per hari;

pelayanan kegiatan industri tertentu, dihitung berdasarkan satuan per m? atau
per kegiatan;

pelayvanan kegiatan perdagangan, dihitung berdasarkan satuan per ton, per md,
per box, per m?, per unit atau per kegiatan:

pelayanan kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi, dihitung
berdasarkan satuan per orang, kendaraan, per jam, per hari, per bulan atau per
tahun;

pelayanan jasa perperiklananan, dihitung berdasarkan satuan per m?, per unit,
per kegmatan, per hari, per bulan atau per tahun;

pelavanan jasa perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi,
dihitung berdasarkan satuan per orang, per unit, per hari, per bulan atau per
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tahun:

pelayanan jasa alat, dihitung berdasarkan satuan per ton per m?, per hox, per
unit, per kegiatan, per jam, per hari, per bulan atau per tahun;

pelayanan tanda masuk (pas) Pelabuhan, dihitung berdasarkan satuan orang
atau jenis/kapasitas kendaraan per sckali masuk atau per satuan waktu
(bulanan atau tahunan);

pelayanan sampah limbah Kapal, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m?,
per ton, per kilo liter, per kegiatan, per rit, per kegiatan atau per koli, per bag per
kg, atau per m7;

pelayanan Barang bawaan penumpang Kapal angkutan laut, dihitung
berdasarkan satuan per koli, per bag, per kg, atau per m* dan

pelayanan jasa penimbangan, dihitung berdasarkan satuan per ton atau per m?.

Bagian Keempat
Golongan Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Pasal 47

Golongan pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan penggolongan vang
ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan, fasilitas, dan peralatan yang tersedia di
terminal.

Golongan sebagaimana dimaksud pada ayai (1) berdasarkan jenis pelayanan
pada terminal:

serbaguna (multipurpose);

peti kemas;

curah cair/gas;

curah kering;

kendaraan;

Pelabuhan daratan (dry pori]; dan

Ro-Ro.

mosapos

Bagian Kelima
Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Pasal 48

Pelayanan jasa Kapal yang melakukan kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri
dikenakan jasa kepelabuhanan dalam mata uang Rupiah.

Pelayanan jasa Kapal yang melakukan kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri
dikenakan jasa kepelabuhanan dalam mata uang Rupiah/Dollar Amerika Serikat
dengan pembayaran menggunakan mata uang Rupiah, kecuali ditentukan lain
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oleh peraturan perundang-undangan.

Pelayanan jasa Barang dan pelayanan jasa di terminal untuk kegiatan antar
pulau dikenakan jasa kepelabuhanan dalam mata uang Rupiah .

Pelayanan jasa Barang dan pelayanan jasa di terminal untuk kegiatan ekspor
dan impor, dikenakan jasa kepelabuhanan dalam mata uang Rupiah/Dollar
Amerika Serikat dengan pembayaran menggunakan mata vang Rupiah, kecuali
ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pelayanan jasa penumpang dalam negeri dan luar negeri dikenakan jasa
kepelabuhanan dalam mata vang Rupiah.

Besaran nilai tukar yang digunakan untuk konversi mata uang Dolar Amerika
Serikat ke dalam mata uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (4] didasarkan pada kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada hari
dan tanggal pelaksanaan pembayaran sebagaimana dipublikasikan oleh Bank
Indonesia.

Pasal 49

Pelayanan jasa penggunaan alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
40 ayat (1) hurufl e dikenakan oleh BUP kepada Kapal yvang menggunakan alur
pelayaran yang dibangun dan/atau dipelihara serta dioperasikan oleh BUP,

Pelayanan jasa penggunaan alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam perjanjian Konsesi.

Pasal 30

Kapal angkutan laut berbendera Indonesia yang melakukan kegiatan Angkutan
Laut Dalam Negeri yang menganghkut Barang ckspor/impor dengan kegiatan
alih muat (franshipmeni) di Pelabuhan dalam negeri dikenakan pelayanan jasa
Kapal dalam negeri.

Kapal angkutan laut berbendera Indonesia:

a. yang melakukan kepiatan Angkutan Laut Dalam Negeri yang
mengangkut Barang muatan ckspor atau impor atau muatan barang dari
luar negeri atau sebaliknya, terhadap pelayanan di Pelabuhan dalam
negeri dikenakan jasa Kapal Anghkutan Laut Luar Negen;

b. yang melakukan kegiatan angkutan laul dari Pelabuhan dalam negeri ke
Pelabuhan dalam negeri lainnya yang tidak mengangkut Barang muatan
ekspor atau impor atau sebaliknya, terhadap pelayanan di Pelabuhan
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dalam negeri lainnya dikenakan jasa Kapal Angkutan Laut Dalam
Negeri; dan

c. yang mengangkut Barang ekspor atau impor dengan kegiatan alih muat
(franshipment) di Pelabuhan dalam negeri dikenakan pelayanan jasa
Kapal dalam negeri.

Barang ekspor atau impor yang diangkut oleh Kapal berbendera Indonesia dari
satu Pelabuhan ke Pelabuhan lainnya di dalam negeri dengan kegiatan alih muat
(transhipment) di Pelabuhan dalam negeri dikenakan pelayanan jasa Barang
dalam negeri.

Kapal asing yang melakukan kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri ditetapkan
pelayanan jasa kepelabuhanan dalam jasa Kapal Angkutan Laut Luar Negeri.

Kapal asing yang melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan
mengangkut penumpang dan /atau Barang dalam kegiatan Angkutan Laut Dalam
Negeri dikenakan jasa Kapal Angkutan Laut Luar Negeri.

Bagian Keenam
Mekanisme Penetapan Tarif Layanan
Kepelabuhanan

Pasal 51

Mekanisme penetapan tarif layanan kepelabuhanan yang diusulkan wunit
organisasi yang membidangi kepelabuhanan dan/atau BUP yvang mendapatkan
Konsesi mengacu pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang transportasi.

Taril layanan terkait kepelabuhanan ditetapkan oleh Kepala berdasarkan usulan
dari unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan dan/atau BUP yang
mendapatkan Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Taril lavanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan avat (2) ditetapkan
dengan mempertimbangkan pengaruhnya terhadap daya saing investasi.
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BAB IV
PELAKSANAAN TARIF LAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Jenis Pelayanan Jasa Kapal

Pasal 52

Perusahaan pelayaran wajib menyampaikan pernyataan umum kedatangan Kapal
(general declaration) mengacu pada Peraturan Kepala tentang pelaksanaan sistem host
o host pembayaran jasa kepelabuhanan di unit organisasi yang membidangi
kepelabuhanan, dalam format yang disediakan dalam Sistem PJK.

(1)

(2)

13

4

(5]

(1)

(<]

(3)

Pasal 353

Penagihan atas jasa kepelabuhanan dilakukan dalam mata uang Rupiah,
termasuk terhadap yang ditetapkan dalam mata uang asing.

Kapal angkutan laut berbendera Indonesia yang melakukan kegiatan dalam
negeri dikenakan pelayanan jasa Kapal dalam negeri.

Kapal angkutan laut berbendera asing vang memiliki izin melakukan kegiatan
Angkutan Laut Dalam Negeri dikenakan pelayanan jasa Kapal luar negeri.

Kapal angkutan laut berbendera asing yang menyinggahi satu atau beberapa
Pelabuhan di Indonesia termasuk Kapal perang negara lain, dikenakan
pelayanan jasa Kapal luar negeri.

Kapal angkutan laut berbendera Indonesia vang melakukan kegiatan angkutan
dari danfatau ke luar negeri, dikenakan pelayanan jasa Kapal luar negeri.

Pasal 54

Kapal yang berada di Pelabuhan Batam lehih dari 1 (satu) bulan, penerbitan

faktur/nota penagihan pelayanan jasa kepelabuhanan pada sistem host-to-hosi
dilakukan setiap bulan.

Perusahaan /agen pelayaran yang mengoperasikan Kapal sebagaimana ayat (1)
wajib melunasi pembayaran jasa kepelabuhanan sesuai dengan faktur/nota
penagihan yang diterbitkan.

Dalam hal kewajiban pelunasan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak dipenuhi, perusahaan pelayaran dikenakan sanksi penangguhan
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pelayanan jasa kepelabuhanan berupa penghentian akses sistem PJK secara
otomatis.

Kapal angkutan laut berbendera Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan
dari dan/atau ke luar negeri, ditetapkan penyesuaian pelayanan jasa Kapal luar
negeri dan diterbitkan faktur nota penyesuaian terhadap nota sebelumnya.

Faktur nota penyesuaian scbagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan
faktur/nota yang memuat penjumiahan nilai faktur/nota terakhir dengan
kekurangan pembayaran atas faktur/nota sebelumnya.

Pasal 55

Fengenaan penyesuaian dan keringanan tarif layanan kepelabuhanan menggunakan
mekanisme persentase berdasarkan tarif dasar layanan secbagaimana tercantum
dalam Lampiran Il Peraturan ini.

(1)

(2)
(3)

14)

15}

(6]

(1)

Pasal 56

Nilai tagihan pelayanan kepelabuhanan pelayaran dalam negeri ditagihkan per
nota.

Milai tagihan pelayanan kepelabuhanan luar negeri ditagihkan per nota.

Nilai tagihan pelayanan Pelayaran Rakyat di luar Pelabuhan Umum total
ditagihkan per nota.

Nilai tagihan pelayanan terkait kepelabuhanan lainnya yaitu layanan sarana
dan prasarana ditagihkan per nota.

Nilai tagihan pelayanan terkait penumpukan peti kemas tidak dikenakan
tagihan minimum.

Nilai tagihan pelayanan kepelabuhanan dan pelayanan terkait kepelabuhanan
lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran [II Peraturan ini.

Paragraf 1
Jasa Labuh Kapal

Pasal 57

Keagenan perusahaan pelayaran sesuai surat penunjukan dari pemilik Kapal
(owmner wajib mengajukan pemohonan Labuh Kapal mengacu pada Peraturan
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Kepala tentang pelaksanaan sistem host to host pembayaran jasa kepelabuhanan
di lingkungan wunit organisasi yang membidangi kepelabuhanan sebelum
pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan:

a. surat permohonan kedatangan Kapal;
b. ships particular (surat ukur Kapal);

0. bill of lading (B/L) dan/atau manifest;
d. data kegiatan bongkar/muat; dan

e. stowage plan.

Setiap perusahaan pelayaran yang melakukan serah terima (handover) keagenan
Kapal wajib mengajukan permochonan kepada pimpinan unit organisasi yang
membidangi kepelabuhanan dengan melampirkan data dukung sebagai berikut;

8. surat permohonan perubahan keagenan Kapal;

b. surat penunjukan keagenan Kapal yvang baru dari pemilik Kapal (ouwner)
dan berita acara serah terima keagenan Kapal; dan

. [aktur lunas jasa kepelabuhanan dari agen sebelumnya.

Kapal yang berkunjung ke Pelabuhan dikenakan tarif Labuh Kapal per

kunjungan yang didasarkan pada GT Kapal dengan berpedoman pada surat ukur
Kapal atau surat ukur Kapal sementara.

Kapal yvang berkunjung dan berada di Pelabuhan untuk melakukan kegiatan
lebih dari 10 (sepuluh) hari atau 1 (satu) Etmal, dikenakan tambahan biaya tarif
Labuh Kapal untuk setiap masa 10 (sepuluh} hari berikutnya sebesar tarif per
kunjungan.

Kapal penumpang yang tidak melakukan Gerakan (standbyj/tidak berjadwal
dikenakan tambahan Labuh Kapal untuk setiap 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) hari
vang dihitung 1 (satu) Etmal Kapal penumpang sebesar tanf Labuh dan
kelipatannya.

Pasal 58

Kapal penumpang vang berkunjung dalam rangka kegiatan angkutan
penumpang, dikenakan tarif Labuh dengan sistem perhitungan dari tarif dasar.

Tarif Labuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk setiap
kegiatan Labuh pada terminal tujuan.
Pasal 59

Pembebasan tarif Labuh Kapal dapat diberikan kepada Kapal Angkutan Laut
Dalam Negeri dan Kapal Angkutan Laut Luar Negeri.
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Pembebasan tarif Labuh Kapal Angkutan Laut Luar Negeri, berupa:

a. Kapal perang Republik Indonesia, Kapal Syahbandar, Kapal navigasi,
Kapal patroli Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Kapal Bea dan
Cukai, Kapal penelitian, Kapal Palang Merah, Kapal pemerintah daerah,
Kapal Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) serta Kapal yvang
melaksanakan tugas Search and Rescue (SAR);

b. Kapal yang berlayar melintasi perairan Pelabuhan;
c. Kapal yang sesuai kelentuan instansi yang berwenang tidak wajib
register; dan
d Kapal yang sedang melakukan perbaikan di atas dock.
Pembebasan tarif Labuh Kapal Angkutan Laut Luar Negeri, berupa:
a. Kapal yang berlayar melintasi perairan Pelabuhan; dan
b. Kapal yang sedang melakukan perbaikan di atas dock.
Pasal 60

Tarif Labuh Kapal scbagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 59
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [V Peraturan ini.

(1)

(2]

Paragraf 2
Jasa Tambat Kapal

Pasal 61

Keagenan perusahaan pelayaran sesuai surat penunjukan dari pemilik Kapal
(owwner) wajib mengajukan permohonan Tambat Kapal mengacu pada Peraturan
Kepala yvang mengatur mengenai pelaksanaan sistem host to host pembayaran
jasa kepelabuhanan di lingkungan unit organisasi yang membidangi
kepelabuhanan sebelum pelaksanaan kegiatan bongkar/muat atau naik/turun
penumpang dengan melampirkan:

a surat permohonan kedatangan Kapal;

b. ships particular (surat ukur Kapal);

- bill of lading |B/L) dan/atau manifest;

d data kegiatan bongkar/muat atau naik/turun penumpang; dan

e

stowage plan.
Untuk pelayanan jasa Tambat Kapal di Tersus/TUKS, sebagai berikul:
a. Kegiatan bongkar/muat Barang atau turun/naik penumpang untuk

kepentingan Tersus/TUKS scbagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat
{1} huruf a dengan tambahan persyaratan sebagai berikut:

1) Nomor Induk Berusaha;

2) surat izin operasi Tersus/TUKS;
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3) Sural Keterangan Kegiatan Bongkar/Mual (SKKBM);
4] manifest Barang BC.1.1;
5) bill of lading (B/L}); dan
B) surat pernyataan Barang milik kepentingan Tersus/TUKS.
b. Kapal yvang melakukan kegiatan Tambat di TUKS atau Tersus yang
melayani kepentingan umum.

Pasal 62

Tambat Kapal pada Terminal Umum diberikan kepada Kapal yang pertama kali
tiba di perairan Pelabuhan (firsi come first service] yang disertai dengan

kelengkapan dokumen, disesuaikan dengan penataan lay out Pelabuhan vang
telah ditetapkan.

Dalam hal tidak terdapat ruang pada dermaga, Tambat Kapal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dialihkan pada dermaga yang sedang tidak ada
kematan.

Pasal 63

Pemberian waktu Tambat Kapal bagi Kapal yang akan melaksanakan kegiatan

bongkar/muat pada Terminal Umum serbaguna (multipurpose] vaitu sebagai

berikut:

a. disesuaikan dengan jumlah Barang yang akan dibongkar/dimuat; dan

b. persiapan dokumen administrasi Kapal dapat diberikan tambahan waktu
2 [dua) jam sebelum kegiatan bongkar dan dapat diberikan tambahan
waktu 2 (dua) jam setelah muat barang.

Pemberian waktu Tambat Kapal bagi Kapal yang akan melaksanakan kegiatan
bongkar/muat pada Terminal Umum yang diusahakan oleh BUP penerima
Konsesi disepakati oleh BUP dan asosiasi pengguna jasa yang diketahui oleh
Penvelenggara Pelabuhan.

Pasal &4

Kapal diberikan waktu paling lama 4 (empat] jam untuk penerimaan muatan
setelah selesai muat.

Dalam hal batas wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kapal tidak dapat
melaksanakan pemuatan, Kapal wajib keluar untuk berlabuh/lego jangkar.

Pemberian waktu paling lama untuk penerimaan muatan setelah selesai muat
pada Terminal Umum yang diusahakan oleh BUP penerima Konsesi disepakati
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oleh BUP dan asosiasi pengguna jasa yang diketahui olch Penyelenggara
Pelabuhan.

Pasal 65

Perusahaan fagen pelayaran wajib mengajukan perpanjangan waktu Tambat
apabila belum tibanya Barang yvang akan dimuat akibat kelalaian pemilik
Barang/ cargodoring/ Stevedoring.

Unit orgamsasi yang membidangl kepelabuhanan memberikan perpamﬂng;ﬂn
wakiu Tambat dengan pengenaan tambahan tarif Tambat sesuai waktu
perpanjangan.

Pasal 66

Perusahaan fagen pelayaran wajib mengajukan pemberitahuan perubahan bagi
Kapal yang terlambat atau lebih cepat bertambat dari waktu yang telah
ditetapkan.

Pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling lambat 2 (dua) jam setelah pelaksanaan Tambat.

Pasal &7

Perusahaan/agen pelayaran wajib mengajukan perubahan masa Tambat pada
Terminal Umum yang melebihi dan waktu yang telah ditetapkan.

Pengajuan perubahan masa Tambat scbapaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara tertulis yang diunggah melahui Sistem PJK paling lambat 6
(enam) jam sebelum batas waktu Tambat berakhir.

Pasal 68

Tarif Tambat Kapal dikenakan terhadap setiap Kapal yang bertambat pada
tambatan dermaga (beton, besi dan kayu), breasting doelphinf pelampung serta
Kapal yang merapat pada Kapal lain yang sedang sandar/Tambat.

Pengenaan tarif Tambat Kapal sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan
pada GT Kapal berpedoman pada sural ukur Kapal dengan masa Tambat
menggunakan satuan Etmal.
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Pasal 69

Kapal yang bertambat di Terminal Umum diberi batas waktu yang ditetapkan
pada waktu port meeting dengan berpedoman pada pola perhitungan jumlah
muatan per Kapal dibagi rata-rata bongkar/muat (loading/discharging rate).

Kelebihan waktu Tambat dari batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dikenakan tambahan tarif Tambat Kapal.

Pasal 70

Buoy milik BUP penerima Konsesi dapat digunakan sebagai fasilitas Tambat Bouy
pada perairan di KPBPB Batam apabila diperlukan dan wajib melakukan kerja
sam4a dengan Badan Pengusahaan Batam.

Penggunaan Buoy scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan
izin yang diberikan oleh pimpinan wunit organisasi yang membidangi
kepelabuhanan.

Pemilik Buoy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar sharing sesuai
perjanjian kerja sama.

Pasal 71

Kapal yang bertambat pada lebih darn satu jemis tambatan, yaitu tambatan
dermaga (beton, besi dan kayu) atau bertambat pada lambung Kapal lain yang
sedang bertambat, perhitungan masa tambatnya didasarkan pada penjumlahan
waktu dari penggunaan beberapa tambatan (tidak termasuk waktu bertambat
pada breasting dolphin, pelampung dan pinggiran] dan dikenakan tambatan
tertinggi.

Kapal yang bertambat pada lambung Kapal lain vang sedang bertambat di
Terminal Umum dikenakan tarif Tambat Kapal.

Kapal yang bertambat di Terminal Umum pada tambatan dermaga (beton, besi
dan kayu) yvang dilengkapi breasting dolphin atau pelampung dikenakan tarif
Tambat Kapal dermaga (beton, besi dan kayu).

Pasal 72

Tarifl layanan Tambat dihitung paling kurang untuk % (seperempat] Etmal atau b



BADAN FENGLUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

(enam) jam dengan pembulatan sebagai berikut:

a.
b.

C.

d.

pemakaian Tambat sampai dengan 6 (enam) jam dihitung % (seperempat) Etmal;
pemakaian Tambat lebih dari 6 (enam) jam sampai dengan 12 (dua belas) jam
dihitung % (setengah) Etmal;

pemakaian Tambat lebih dari 12 [dua belas) jam sampai dengan 18 (delapan
belas) jam dihitung % (tiga perempat) Etmal;

pemakaian Tambat lebih dari 18 (delapan belas) jam sampai dengan 24 [dua
puluh empat) jam dihitung 1 {satu) Etmal.

Pasal 73

Pembebasan Tambat Kapal diberikan kepada Kapal yvang berada di Tersus/TUKS

dalam rangka kegiatan bongkar/muat dan repair/ docking/ standby untuk kepentingan
kegiatan Tersus/TUKS yang bersangkutan.

(1)

(2]

(3}

(1)

(2]

Pasal 74

Kapal-Kapal yang bertambat pada Terminal Umum harus sesuai dengan posisi
vang telah ditetapkan dengan toleransi penggunaan batas jarak paling besar 10
(sepuluh) meter.

Perubahan posisi pemakaian tambatan pada Terminal Umum wajib diajukan
oleh perusahaan/agen pelayaran secara tertulis paling lambat 4 (empat) jam
setelah Kapal Tambal, atau 4 (empat) jam sebelum pelaksanaan perubahan
tambatan.

Perubahan posisi/geser dilakukan paling lambat 2 (dua) jam dari shifling order
yvang ditetapkan.

Pasal 75
Perubahan rencana penggunaan tambatan kurang dari 6 (enam) jam dari
rencana Tambail yang telah disetujui, perhitungan waktu Tambat dikenakan
terhitung sejak waktu Tambat yang disetujui.
Perubahan rencana Tambat lebih dari 6 (enam) jam dianggap secbagai
pembatalan penetapan tambahan semula, dengan tetap dikenakan perhitungan
jam Tambat Y [setengah) Etmal.

Pasal 76

Ketentuan tentang tata cara pelayanan Labuh dan Tambat Kapal diatur lebih lanjut
dalam standar operasional prosedur pelayanan Pelabuhan.
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Pasal 77

Taril Tambal Kapal schagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 76
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini

Paragral 3
Jasa Pemanduan Kapal

Pasal 78

Kapal yang berukuran 500 (lima ratus) GT atau lebih wajib menggunakan layanan
Pemanduan pada waktu berlayar di perairan wajib pandu, memiliki dan
mengaktifkan vessel identification device,

Pasal 79

(1} Setiap Kapal wajib pandu yang akan masuk atau meninggalkan perairan wajib
pandu Pelabuhan Batam yaitu Batu Ampar, Sckupang, Kabil dan Tanjung
Uncang wajib mengajukan permintaan pandu melalui Sistemn PJK paling lambat
2 (dua) jam sebelum kegiatan.

(2) Kapal wajib pandu yang akan mengajukan pembatalan atau perubahan waktu
Pemanduan memberitahukan kepada wunit organisasi yang membidangi
kepelabuhanan paling lambat 2 (dua) jam sebelum Gerakan.

(3} Jasa Pemanduan dilakukan oleh petugas pandu yang terdaftar dalam Sistem
PJK pada unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan.

(4) Kapal wajib pandu wajib memulai Gerakan paling lambat dalam jangka waktu
30 (tiga puluh) menit sejak petugas pandu berada di atas Kapal.

Pasal BO

Syahbandar atau pengawas pemanduan setempat dapat memberikan dispensasi tanpa
petugas pandu terhadap Kapal yang dikenakan wajib pandu dan berlayar di perairan
wajib pandu dengan menerbitkan surat keterangan tanpa dipandu (pilot excemption),
dengan memperhatikan persyaratan vang wajib dipenuhi oleh nakhoda sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Dalam hal terjadi kecelakaan dalam proses Pemanduan Kapal yang mengakibatkan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAM FF.RD&GA-';'GAN BEBAS DAN PELABUHAN BERBAS BATAM
-51-

rusaknya fasilitas dermaga atau rusaknya Kapal lain di perairan bandar, nakhoda atau

petugas pandu wajib membuat laporan dan berita acara kerusakan untuk proses ganti
rugi akibat kecelakaan tersebut.

Pasal B2

Pelayanan Pemanduan untuk Kapal konvoi 1 (satu) Gerakan Pemanduan yang
dilakukan oleh petugas pandu yang berada di atas Kapal terdepan atau petugas

pandu tetap berada di atas Kapal panduj/tunda, dikenakan tarif pelayanan
Pemanduan.

Pasal B3

Kapal yang menggunakan pelayanan Pemanduan di luar batas perairan wajib pandu
dan perairan pandu luar biasa dikenakan tarif pelayanan Pemanduan.

Pasal 84

Kapal kargo tertentu seperti Kapal vang mengangkut liguified natural gas [LNG), liguid
petroleum gas (LPG) atau bertekanan tinggl (condensate] yang masuk ke atau keluar
dari dan/atau melakukan Gerakan tersendiri di daerah perairan wajib pandu,
dikenakan tambahan tarif pelayanan Pemanduan.

Pasal 85

Pengenaan pelayanan Pemanduan bagi Kapal tunda yang menggandeng tongkang/alat

apung lainnya diatur sebagai berikut:

a. tongkang/alat apung lainnya yang ditunda/dikawal/didorong/digandeng olch
Kapal tunda aset unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan, dikenakan
pelayanan Pemanduan sebesar GT tongkang/alat apung yang bersangkutan,
sedangkan penggunaan Kapal tunda tersebut dikenakan Penundaan Kapal yang
berlaku sesuai dengan Peraturan ini; atau

b. tongkang/alat apung lainnya yang ditunda/dikawal/didorong/digandeng oleh
Kapal tunda bukan aset unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan,
dikenakan pelayanan Pemanduan sebesar GT Kapal tunda ditambah GT
tongkang/alat apung yang bersangkutan.

Pasal 86

{1}  Tarif dasar pelayanan Pemanduan adalah jumlah total tarif tetap per kapal per
Gerakan ditambah dengan tarif variabel per GT per Kapal per Gerakan.

{2) Pelayanan Pemanduan Gerakan tersendiri di dalam perairan wajib pandu untuk
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keperluan shifting Kapal pada Pelabuhan tertentu yang jarak pelayanan
pemanduannya melebihi jarak Pemanduan pada pelabuhan setempat
dikenakan tarif Pemanduan gerakan tersendiri.

Pasal 87

Pengecualian atas pengenaan tarif layanan Pemanduan diberlakukan kepada Kapal
Angkutan Laut Dalam Negeri dan Kapal Angkutan Laut Luar Negeri dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri berups:

1.
2.

3.

4.

kapal rumah sakit dalam keadaan perang;

kapal perang Republik Indonesia atau Kapal Negara Republik Indonesia
untuk tugas pemerintahan;

kapal yang mengunjungi Pelabuhan hanya dengan maksud meminta
pertolongan kemanusiaan dalam hal pengobatan atau penyelamatan
terhadap bencana laut;

kapal yang berpindah atau bergeser dari tambatan atas perintah
pengelola Pelabuhan untuk kepentingan operasional Pelabuhan.

b. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri berupa:

1.
2,

kapal rumah sakit dalam keadaan perang,;

kapal yang mengunjungi Pelabuhan hanya dengan maksud meminta
pertolongan kemanusiaan dalam hal pengobatan atau penyelamatan
terhadap bencana laut; dan

kapal yang berpindah atau bergeser dari tambatan atas perintah
pengelola Pelabuhan untuk kepentingan operasional Pelabuhan.

Pasal B8

(1) Kapal yang mengalami kelambatan Gerakan atas rekomendasi pandu karena
pasang surut, gangguan cuaca atau kejadian luar biasa lainnya, dikecualikan
atas pengenaan dari pembayaran tambahan tarifl pelayanan Pemanduan.

(2] Layanan Pemanduan untuk pelayaran dalam negeri dan luar negeri dikenakan
biaya minimum Pemanduan per Kapal/Gerakan.

Pasal B9

Tarif Pemanduan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal
88 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.
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Paragrafl 4
Jasa Penundaan Kapal

Pasal 90

Zona operasi Kapal tunda di KPBPB Batam sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Waktu penggunaan Kapal tunda dihitung mulai dari dan/atau sampai batas
Pemanduan.

Jam kerja efektif merupakan waktu yang dihitung sejak Kapal tunda mulai
mendekati Kapal yang akan ditunda sampai Kapal tunda selesai melaksanakan
Penundaan.

Waktu rata-rata Kapal tunda dari dan ke pangkalan merupakan waktu rala-
rata yang diperlukan Kapal tunda mulai berangkat dari dan ke pangkalan.

Waktu rata-rata Kapal tunda sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 91

Kerja sama penyedia jasa Penundaaan di wilayah kerja Badan Pengusahaan Batam
dituangkan dalam perjanjian kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(1)

(2]

Pasal 92

Ketentuan penghitungan waktu rata-rata Kapal tunda berangkat dan kembali
ke pangkalan di Pelabuhan Batam:

a. Penetapan pangkalan Kapal tunda:
1. zona Batu Ampar;
2. zona Kabil;
3. zona Sekupang; dan
4. zona Tanjung Uncang.
b Jam pemakaian Kapal tunda dihitung selama menunda Kapal ditambah
waktu rata-rata di zona Pelabuhan.

Jam pemakaian Kapal tunda dar pangkalan/zona lain selain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung waktu rata-rata vang diperlukan Kapal
tunda sejak berangkat dan pangkalan ke lokasi kerja/Kapal.
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Perhitungan jarak aktual yaitu olah gerak ditambah jam pemakaian Kapal tunda
selama menunda Kapal terhitung sejak mulai sampai dengan selesai.

Ketentuan mengenai titik koordinat untuk masing-masing zona pangkalan Kapal
tunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum
dalam Lampiran V Peraturan ini.

Dalam hal pelayanan Penundaan di luar zona sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf layanan Penundaan dilakukan menggunakan zona terdekat.

Pasal 93

Unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan menerbitkan tagihan langsung
kepada agen/perusahaan pelayaran atas pelayanan Penundaan yang diberikan.

Pembayaran tagihan atas pelayanan Penundaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib dilakukan melalui mekanisme pembayaran yang berlaku di Badan
Pengusahaan Batam dan Badan Pengusahaan Batam tidak menerima
pembayaran secara tunai, cek dan giro.

Pasal 94

Pengpunaan Kapal tunda sebagai sarana bantu Pemanduan untuk membantu olah
gerak Kapal, sebagai berikut:

.

Kapal dengan panjang 70 (tujuh puluh) meter sampai dengan 150 (seratus lima
puluh) meter menggunakan paling sedikit 1 (satu) unit Kapal tunda dengan
jumlah daya paling rendah 2.000 (dua ribu) daya kuda (DK/ horsepower) dengan
jumiah gaya tarik paling rendah 24 (dua puluh empat) ton Bollard Pull;

Kapal dengan panjang lebih dari 150 [seratus lima puluh) meter sampai dengan
250 (dua ratus lima puluh) meter menggunakan paling sedikit 2 (dua) unit
Kapal tunda dengan jumlah daya paling rendah 6.000 {enam ribu) daya kuda
(DK/ horsepower) dengan jumlah gaya tarik paling rendah 65 [enam puluh lima)
ton Bollard Pull; atau

Kapal dengan panjang lebih dari 250 [dua ratus lima puluh) meter menggunakan
3 (tiga) unit Kapal tunda dengan jumlah daya paling rendah 11.000 (sebelas
ribu) daya kuda (DK/horsepower] dengan jumlah gaya tarik paling rendah 125
[seratus dua puluh lima) ton Bollard Pull.

Pasal 95

Pengenaan pelayanan Penundaan Kapal di perairan wajib pandu, ditetapkan sebagail
berikut:

A,

pemakaian Kapal tunda dikenakan pelayanan Penundaan sebesar tarif dasar;
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pembatalan permintaan Kapal tunda yang telah dikirim ke lokasi Kapal,
dikenakan pelayanan Penundaan sesuai tarif dasar paling sedikit untuk
pemakaian 1 (satu) jam; dan

Penundaan Kapal yang dilayani secara bersama-sama oleh Kapal tunda milik
BUP Pemanduan, pendapatan pelayanan penundaannya dibagi berdasarkan
perbandingan dengan jumlah Daya Kuda (DK) dari masing-masing Kapal tunda
yang digunakan.

Pasal 96

Jam pemakaian Kapal tunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dihitung
sejak Kapal tunda tiba di lokasi Kapal yang ditunda sampai dengan selesai
menunda ditambah jumlah jam keberangkatan dari dan kembali ke pangkalan.

Jumlah jam keberangkatan dari pangkalan dan jam kembali ke pangkalan
bagi Kapal tunda secara rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 97

Jam pemakaian Kapal tunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 untuk
penggunaan Kapal tunda kurang dari 1 (satu) jam dibulatkan dan dihitung
menjadi 1 {satu) jam.

Pembulatan untuk selebihnya:
B kurang dari % (setengah) jam dihitung menjadi % (setengah) jam; dan
b. lebih dari ¥ (setengah) jam dihitung menjadi 1 (satu) jam.

Pasal 98

Tarif dasar pelayanan Penundaan adalah penjumiahan tarif tetap per Kapal yang
ditunda per jam ditambah dengan tarif variabel per GT per Kapal yang ditunda per jam.

(1)

(2)

Pasal 99

Layanan Penundaan dikenakan biaya minimum Penundaan per Kapal yang
ditunda /Gerakan.

Dalam hal terjadi perubahan harga bahan bakar minyak (solar dan sejenisnya),
tarif layanan minimum Penundaan dalam negeri dikenakan fuel adjustment
factor (penyesuaian tarif bahan bakar).
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Pelaksanaan penyesuaian fuel adjustment factor {penyesuaian tarif bahan bakar)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan formulasi tarif dasar
ditambah tarifl penyesuaian.

Pasal 100

Atas dasar pertimbangan keselamatan pelayaran di perziran bandar/kolam
Pelabuhan Terminal Umum, setiap tongkang yang memiliki panjang kurang dari
70 {tujuh puluh) meter yang akan sandar diwajibkan menggunakan tambahan
1 [satu) unit Kapal tunda dan dikenakan tarif Penundaan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tongkang
vang memiliki panjang lebih dari 70 (tujuh puluh) meter dan wajib memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94.

Pasal 101

Kapal dengan ukuran panjang kurang dari 70 (tujuh puluh) meter yang memerlukan
pelayanan Penundaan dikenakan tarif Penundaan.

Pasal 102

Tarif Penundaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal
101 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

(1)

(2

(3

Paragraf 5
Jasa Kepil
Pasal 103
Jasa Kepil terdiri atas:
a. jasa Kepil bagi Kapal yang melakukan kegiatan angkutan dalam negeri;

dan

b. jasa Kepil bagi Kapal yang melakukan kegiatan angkutan luar negeri,

Pelayanan jasa Kepil untuk Kapal penumpang dalam negeri dan luar negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tagihan maksimum 20 (dua
puluhj kali layanan jasa Kepil untuk kegiatan sandar dan lepas dalam 1 (satu)
bulan,

Pengenaan tagihan maksimum scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikecualikan untuk Kapal pelayaran nasional Indonesia (PELNI).
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Tarif jasa Kepil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Paragraf 6
Jasa Yacht dan Sejenisnya

Pasal 104

Terminal untuk kegiatan sandar Yach! dan sejenisnya di Pelabuhan Batam
ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.

Yacht dan sejenisnya yang berbendera asing yang berkunjung ke Batam wajib
dilengkapi dokumen pelayaran dari Pemerintah Indonesia yang masih berlaku

dan sural persetujuan berlayar (SPB/port clearance] dari Pelabuhan
keberangkatan terakhir.

Yacht dan sejenisnya yang berbendera asing yang berkunjung tanpa dilengkapi
dokumen pelayaran yang masih berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat [2)
diwajibkan mengurus dokumen pada instansi yang berwenang,

Yacht dan sejenisnya yang datang dan tidak mempunyai surat persetujuan
berlayar (SPB/port clearancel dari Pelabuhan keberangkatan terakhir
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan menvelesaikan sesuai
ketentuan yang berlaku di bidang kesyahbandaran,

Dalam hal ketentuan scbagaimana dimaksud pada ayal (2) tidak dipenuhi,
Yacht diberi batas waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk berada di
Pelabuhan Batam serta tidak dibenarkan berlayar ke perairan Indonesia
lainnya.

Pasal 105

Tacht dan sejenisnya berbendera asing yang menyinggahi Pelabuhan Batam,
dikenakan pelayaran Kapal luar negeri.

Yacht dan seéjenisnya berbendera Indonesia vang datang dari atau berangkat ke
luar negeri dikenakan pelayaran Kapal luar negeri.

Yacht dan sejenisnya berbendera Indonesia yang berlayar hanya di wilayah
peradiran dalam negeri dikenakan pelayaran Kapal dalam negeri.
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Pazal 106

(1)  Tarilf Labuh Kapal dan Tambat Kapal bagi Yacht dan sejenisnya digabung
menjadi satu yang disebut sebagai call rates (kunjungan).

(2) Pengenaan tarif pelayanan bagi Yachf scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada masa Tambat (hari).

{(3) Pengenaan taril pelayanan bagi Yacht sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) selama paling lama 7 (tujuh) hari per bulan.

Pasal 107

Tarif Yacht dan sejemisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan
Pasal 106 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Paragraf 7
Jasa Pelayanan Kapal Pelayaran Rakyat dan Pelayaran Perintis

Pasal 108
(1} Kapal Pelayaran Rakyat terdiri dari Kapal Niaga dan Kapal Bukan Niaga.

(2} Tarif layanan Kapal Niaga dan Kapal Bukan Niaga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenakan tarif layanan Labuh dan Tambat.

(3) Kapal Angkutan Laut Perintis dikenakan pelayanan kepelabuhan yang berlaku
pada Kapal Pelayaran Rakyat.

(4) Kapal Angkutan Laut Perintis yang beroperasi tidak sesuai dengan trayeknya
dikenakan pelayanan Kapal Niaga Angkutan Laut Dalam Negen.

(5] Tarif layanan Kapal Angkutan Laut Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan avat (4) dikenakan tarf layanan Labuh dan Tambat.

Pasal 109

Tarif layanan Kapal Pelayaran Rakyat dan Pelayaran Perintis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 108 sebagaimana tercantum dalam Lampiran [V Peraturan ini.



(1}

(2)

(3)

(4)

(5)

(6}

By [T ]
BADAN FENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN FELABUHAN BEBAS BATAN
-59-

Paragraf 8
Paket Jasa Alih Muat Antar Kapal

Pasal 110

Paket jasa alih muat antar Kapal merupakan layanan untuk kegiatan Ship to Ship
Transfer dan floating storage unit (FSU] yang dilakukan di dalam perairan yang
telah ditetapkan titik koordinatnya.

Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kapal yang melakukan
kegiatan tetap dan tinggal tetap di KPEPB Batam,

Paket jasa alih muat antar Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
jasa Labuh Kapal, jasa Pemanduan Kapal, dan jasa Penundaan Kapal.

Kegiatan usaha Bongkar Muat Barang merupakan kegiatan usaha vang bergerak
dalam bidang Bongkar Muat Barang antar Kapal di dalam perairan yang telah
ditetapkan.

Kegiatan Alih Muat Antar Kapal dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan bongkar
muat dengan menggunakan peralatan bongkar mual sesuai dengan jenis Barang
yang dibongkar /dimuat.

Pengenaan tarifl paket jasa alih muat antar Kapal didasarkan atas jasa yang
diberikan pada masa pelaksanaan bongkar muatl antar Kapal di dalam perairan
yang telah ditetapkan.

Tarif layanan paket jasa alih muat antar kapal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sampai dengan ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan
ini.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Jenis Pelayvanan Barang

Pazal 111

Pelaksanaan jenis layanan Barang di Pelabuhan Batam terdin atas:

a.
b.
c.

jasa penumpukan;
jasa Bongkar Muat Barang; dan
jasa peti kemas.
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Pasal 112

Jasa penumpukan dan jasa bongkar muatl non peti kemas dilakukan sesual prosedur
yvang telah ditentukan dan perhitungan berdasarkan ukuran volume (m?3)/berat (ton)
yang terbesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.

Paragraf 1
Jasa Penumpukan

Pasal 113

(1} Pelaksanaan pengaturan/penataan Barang yvang akan ditumpuk di Gudang
diatur oleh pengawas/petugas Gudang.

(2) Pekerjaan guay transfer operations sampai di Gudang dari kegiatan Bongkar
Muat Barang dilaksanakan oleh PBM atau Jasa Pengurusan Transportiasi.

(3] Penyusunan/pengaturan Barang di Gudang dilakukan setelah mendapat
persefujuan dar unit organisasi yang membidangl kepelabuhanan dimana
Barang tersebul wajib ditempatkan.

Pasal 114

Dalam hal Bongkar Muat Barang tidak dapatl diangkut langsung keluar dikarenakan
kurang moda transportasi lanjutan, PBM wajib menumpuk Barang tersebut di Gudang
atau di lapangan penumpukan di Pelabuhan.

Pasal 115

Tarif layanan penumpukan di Gudang dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk Barang vang dibongkar dari Kapal, hari penumpukan dihitung mulai
hari pembongkaran pertama dari pemilik Barang yang bersangkutan sampai
dengan Barang dikeluarkan dari tempat penumpukan dan dikenakan tarif
layanan penumpukan; dan

b. untuk Barang yang dimuat ke Kapal, hari penumpukan dihitung mulai hari
penumpukan pert.a.m& dari pemilik Barang yang bersangkutan di tempat
penumpukan sampai dengan hari selesai pemuatan keseluruhan muatan Kapal
yang bersangkutan.

Pasal 116

Batas waktu pemakaian Gudang transito adalah 10 (sepuluh) hari sejak dimasukan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

61-

Barang yang akan ditumpuk dalam Gudang dan apabila penumpukan Barang
digunakan lewat 10 (sepuluh) hari, pihak Gudang tidak bartanggung jawab terhadap
kehilangan/kerusakan dan Barang tersebut akan dikeluarkan dari Gudang dan
dianggap tidak ada pemilik.

Pasal 117

Pelayanan pergudangan untuk Barang yang dibongkar/muat dari Kapal
(impor/ekspor dan domestik] dikenakan dengan perhitungan sebagai berikut:

g. haril 1 (satu) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dikenakan
pelayanan pergudangan per hari dari tarif dasar.
b. harill 25 (dua puluh lima) jam sampai dengan 48 [empat puluh delapan)

jam dan seterusnya, dihitung per hari nya dikenakan tarif dengan
perhitungan 2x (dua kali) tarif dasar.

Pasal] 118

Pelayanan penumpukan untuk Barang berbahaya sebagaimana diatur dalam
international maritime dangerous goods code (IMDG Code) dikenakan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. terhadap Barang berbahaya yang disimpan dalam Gudang/lapangan
penumpukan atau tempat lain serta Barang berbahaya dalam peti kemas
dikenakan perhitungan tarif dasar dikali 2 (dua);

b. terhadap Barang berbahaya yang tidak diberi tanda khusus (label)
sebagaimana ketentuan IMDG Code, dikenakan tarif dasar dikali 3 (tiga).

c. Barang berbahaya disesuaikan dengan ketentuan IMDG Code untuk kelas [
(satu), kelas IV (empat) dan kelas VII {tujuh) tidak diperbolehkan ditumpuk di
Gudang/lapangan penumpukan.

Pasal 119

Pelayanan penumpukan non peti kemas di lapangan penumpukan dikenakan

ketentuan sebagai berikut:

a. untuk Barang yvang dibongkar dari Kapal, hari penumpukan dihitung mulai
hari pembongkaran pertama dari pemilik Barang sampai dengan Barang
dikeluarkan dari tempat penumpukan; dan

b. untuk Barang vang dimuat ke Kapal, hari penumpukan dihitung mulai han
penumpukan pertama dari pemilik Barang di tempat penumpukan sampai
dengan harn selesal pemuatan keseluruhan muatan Kapal yvang bersangkutan.

Pasal 120

Pelayanan penumpukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, dikenakan dengan
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perhitungan sebagai berikut:

b.

(1)

(<]

Untuk hara.ng yang dibongkar dari Kapal (impor an bongkarr antar pulau):
Masal sampai dengan hari ke-5 dikenakan taril pelayanan
penumpukan dihitung 1 (satu) hari sebesar tarif dasar;

ii. Masa Il hari ke-6 dan seterusnya dihitung per harinya dengan
perhitungan tarif dasar dikali 1,5 (satu koma lima).

Untuk barang yang dimuat ke l{apal (ekspor dan muat antar pulau):
i Masal sampai dengan hari ke-7 dikenakan tarif pelayanan
penumpukan dihitung 1 (satu) hari sebesar tarif dasar;

ii. Masa [1 hari ke-8 dan seterusnya dihitung per harinya dengan
perhitungan tarif dasar dikali 1,5 (satu koma limal).

Pasal 121

Barang transhipment (through cargo) dibebaskan dari pengenaan pelayanan
penumpukan selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai hari selesai pembongkaran
dari Kapal pengangkut pertama (14 carrier} sampai dengan selesainya pemuatan
Barang terscbut ke atas Kapal pengangkut kedua (2 carrier).

Peti kemas alih Kapal yang belum dimuat ke Kapal berikutnya dalam jangka
waktu 7 (tujuh) hari scjak pembongkaran dari Kapal pengangkut pertama,
diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

a. status peli kemas alih Kapal (transhipment) menjadi batal dan dikenakan
paket pelayanan jasa bongkar muat peti kemas; dan
b. dikenakan tarif layanan jasa penumpukan peti kemas yang dihitung
sejak hari pertama penumpukan.
Pasal 122

Tarif layanan penumpukan untuk peti kemas dikenakan terhadap Barang vang
bersangkutan berdasarkan ukuran dan jenis Barang.

(1)

Pasal 123

Pelayanan penumpukan untuk peti kemas isi, kosong,

overheight/ overlength/ cvenveight, reefer, pada terminal serbaguna

(multipurpose) ditentukan sebagai berikut:

a, Masal Hari pertama tidak dikenakan penumpukan (free of charge}, hari
ke-2 sampai dengan han ke-5 dikenakan penumpukan dihitung 1
(satu) hari schesar tarif Dasar; dan
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b, Masa ll Hari ke-6 dan seterusnya dihitung per harinya dan dikenakan
progresif dengan perhitungan tarif dasar dikali 2 (dua).

(2] Pelavanan penumpukan untuk peti kemas isi, kosong,
overheight/ overlengthf oveneight, reefer, pada Terminal Umum yang diusahakan
oleh BUF penerima Konsesi disepakati oleh BUP dan asosiasi pengguna jasa vang
diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan,

Pasal 124

Pelayanan penumpukan untuk peti kemas yang berukuran kurang dari 20" ([dua puluh
feet) dikenakan berdasarkan berat/volume Barang dengan satuan ton atau m? (meter
kubik).

Pasal 125

(1}  Jasa penumpukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal
124 scbagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.

(2] Satuan ukuran untuk jenis dan Barang yvang dikenakan pt:lﬁyﬂ.nan penumpukan
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.

Paragraf 2
Jasa Bongkar Muat Barang

Pasal 126

(1) Kerja sama penyedia jasa pelayanan Bongkar Mual Barang di wilayah KPBPB
Batam kerja dituangkan dalam perjanjian untuk memenuhi standar kinerja
operasional Pelabuhan.

(2) Permohonan kegiatan Bongkar Muat Barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diajukan melalui sistern PJK dengan melampirkan persyaratan sebagai
berikut:

Pernyataan Umum Kapal (PUK)/Laporan Kedatangan Kapal (LKK);

surat penunjukan pelaksanaan bongkar muat dari pemilik Barang

(perjanjian kerja bongkar muat - Stevedoring);

sulinan bill of lading (B/L).;

salinan manifest/ packing list;

jumlah dan jenis muatan, untuk penentuan peralatan bongkar /muat;

jumlah TEKBM yang dibutuhkan sesuai dengan waktu yvang ditentukan

(sesuai produktivitas bongkar muat); dan

kesiapan angkutan darat/jumlah truk (Jasa Penggunaan Transportasi)

TP

Me oo

'F'
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yang disiapkan untuk pelaksanaan angkutan darat ke Gudang
penerimaan.

Fersyaratan tambahan kegiatan bongkar muat di Terminal Umum sebagai

berikut:

a. bila muatan termasuk Barang berbahaya, PBM wajib mengajukan
permohonan izin Bongkar Muat Barang berbahaya kepada Syahbandar;
dan

b. bila muatan termasuk untuk tujuan ekspor, PBM wajib melampirkan
shipping order/shipping instruction dengan menyebutkan Pelabuhan
tujuan.

Persyaratan tambahan kegiatan bongkar muat di Tersus/TUKS, sebagai berikut:
a. Nomor Induk Berusaha;

b, surat izin operasi Tersus/TUKS;

g, surat keterangan kegiatan bongkar muat (SKKBM);

d. manifest Barang BC.1.1;
e, bill of lading (B/L).

Pasal 127

PBM wajib melaksanakan kegiatan Bongkar Muat Barang secara terus menerus
tanpa jeda sampai dengan selesai 24 (dua puluh empat) jam.

Perusahaan pelayaran diberi waktu persiapan 2 (dua) jam sebelum kegiatan
Bongkar setelah Kapal sandar/ 2 (dua) jam setelah muat Barang selesai untuk
penyelesaian administrasi dan kesiapan keberangkatan Kapal.

Dalam hal Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih menunggu muatan
balik, Kapal diberikan tenggang wakiu paling lama 4 (empat} jam.

Pemberian waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada

Terminal Umum yang diusahakan oleh BUP penerima Konsesi, disepakati oleh

BUP dan asosiasi pengguna jasa vang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan,
Pasal 128

Dermaga bukan sebagai tempat penumpukan Barang/muatan.

PBM wajib mengajukan permohonan area pembongkaran muatan sementara,

Unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan memberikan izin penggunaan
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area pembongkaran muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk paling
lama 3 (tiga) jam dan setelah itu Barang/muatan wajib dibawa ke lokasi
penumpukan atau lokasi pemilik.

Pasal 129

Barang yang dibongkar dan dimuat antar Kapal atau antara Kapal dengan alat
apurg lainnya tanpa melalui dermaga di dalam DLKr dan DLKp di wilayah
perairan KPBPE Batam yang ditetapkan oleh pemerintah yang berfungsi ar.:bﬂga.:
Pelabuhan dipungut biaya alth muatan.

Barang yang dimuat melalui dermaga ke Kapal/Tongkang vang bersandar pada
Kapal/Tongkang lain yang sedang bertambat pada tambatan atau sebaliknya di
Terminal Umum dikenakan tarif pelayanan jasa Bongkar Muat Barang,

Barang yang dimuat atau dibongkar melalui dermaga ke maupun dari
Kapal/Tongkang di Tersus/TUKS, berlaku tarnf pelayanan jasa Bongkar Muat
Barang scbagai berikut:

a. untuk Barang milik sendiri yang merupakan bahan baku, hasil produksi
dan/atau peralatan pemunjang produksi untuk kepentingan sendiri serta
dibuktikan dengan dokumen manifest dan dokumen pendukung lainnya,
tidak dikenakan pelayanan jasa Bongkar/Muat Barang; dan

b, untuk Barang yang bukan kepentingan Tersus/TUKS yang tidak bisa
dilayani oleh Pelabuhan Umum terdekat dikenakan tarif sebesar 0.5 (nol
koma lima) dari tarif dasar yang berlaku di Pelabuhan umum.

Barang yang sifatnya mengganggu/merusak kondisi dermaga dan fasilitas
lainnya serta kesehatan manusia dikenakan tarifl layanan bongkar muat.

Jenis Barang yvang sifatnya mengganggu/merusak kondisi dermaga dan fasilitas
lainnya serta Kkesehatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.

Pelavanan dermaga untuk Barang berbahayva sebapaimana diatur dalam
ternational maritime dangerous goods code (IMDG Code) dikenakan tarif dengan
perhitungan tanf dasar dikali 1,2 (satu koma dua).

Daftar Barang kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3] tercantum
dalam Lampiran VII Peraturan ini.

Pasal 130

PBM harus melaksanakan kegiatan sesuai fungsinya paling lambat 2 [dua) jam setelah
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Kapal bersandar,

Pasal 131

PBM yang mengoperasikan Crane diwajibkan memakai alas kaki dengan ukuran
schagal berikout;

a. tebal: 5 cm (lima sentimeter);

b. lebar: 2 x 40 cm (dua kali empat puluh sentimeter); dan

e. panjang: 100 cm (seratus sentimeter).

Pasal 132

(1) PBM atau Jasa Pengurusan Transportasi boleh melakukan penumpukan peti
kemas di guadang CFS dan TPFT untuk kegiatan Stuffing dan/atau Stripping,
serta pemeriksaan oleh instansi terkait sesuai dengan jadwal yang ditentukan,

(2) Peti kemas yang sudah selesai melakukan kegiatan yang dimaksud pada ayat (1)
wajib dikeluarkan dari area CFS atau TPFT.

Pasal 133

(1) FEM dalam melaksanakan kegiatan Bongkar Muat wajib sesuai dengan standar
kinerja operasional pelabuhan yang telah ditetapkan di Pelabuhan Batam.

(2) Standar kinerja operasional pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Kepala.

Pasal 134

(1) PEM wajib menyediakan alat bantu pengaman Bongkar Muat Barang sepert jala-
jala di lambung Kapal untuk kegiatan Bongkar Muat Barang jenis bag cargo
[karung) seperti beras dan semen non-pallet.

(2} Dalam melaksanakan kegiatan Bongkar Muai Barang di Pelabuhan wajib
memenuhi standar keselamatan, kesehatan kerga dan lingkungan (K3L).

(3) Bagi PBM yang lalai atau tidak memenuhi ketentuan keselamatan, keschatan
kerja dan lingkungan (K3L) dikenakan sanksi berupa tidak dapat melanjutkan
kegiatan sampai ketentuan keselamatan, kesehatan kerja dan ingkungan (K3L)
terpenuhi yvang dibuktikan dengan konfirmasi dari unitl organisasi yang
membidangi kepelabuhanan yaitu pejabat yang membidangi Keselamatan
Kesehatan Kerja dan Lingkungan [(K3L).
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Pasal 135

Petugas pengawas Bongkar Muat Barang dari PBM dan wakilnya wajib secara
terus menerus berada di daerah kerja untuk memantau kegiatan Bongkar Muat
Barang dan berkoordinasi dengan unit organisasi yang membidangi
kepelabuhanan bila terjadi hambatan.

Petugas pengawas Bongkar Muat Barang dari PBM sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib menyerahkan time shift kepada petugas pengawas Bongkar Muat
Barang dari unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan.

Pasal 136

PBM dilarang menempatkan chassis atau chassis bermuatan di area Pelabuhan.

Pasal 137

Tarif paket jasa Bongkar Mual Barang breakbulk di terminal serbaguna dikenakan
atas rangkaian kegiatan Bongkar Muat Barang breakbulk dari atau ke Kapal,
mengangkut dari atau ke lapangan penumpukan atau Gudang.

Pasal 13B

Bongkar Muat Barang curah terdiri dari:
a. Barang curah cair/gas; dan
b, Barang curah kering.

(1)

(2]

Pasal 139

Tarif paket Bongkar Muat Barang curah cair/gas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 138 huruf a dikenakan terhadap rangkaian kegiatan yang meliputi
membongkar atau memuat Barang curah cair atau gas dari atau ke Kapal,

menyalurkan menggunakan pipa dan flexible hose dengan pompa ke atau dari
tangki.

Tarif paket Bongkar Muat Barang curah kering sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 138 huruf b, dikenakan terhadap rangkaian kegiatan yang meliputi
membongkar atau memuat Barang curah kering dari atau ke Kapal,

menyalurkan menggunskan pipa, conveyor, grab atau hopper ke atau darni
tempat penumpukan.
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Pasal 140

Jasa Bongkar Muat Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 sampai dengan
Pasal 139 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.

Paragraf 3
Jasa Peti Kemas

Pasal 141

Pelayanan bongkar muat peti kemas terdiri atas:

a. Paket CHC (FCL) Bongkar dikenakan atas rangkaian kegiatan membongkar peti
kemas isi atau kosong dari Kapal, mengangkut, menurunkan langsung dan
menyusun di lapangan penumpukan terminal peti kemas sesuai dengan jenis
Barang atau sebalhiknya;

b. Non-CHC/truck losing (Non paket);

¢. Gerakan tambahan bongkar muat atas kegiatan:

1} Stevedoring,
2) Haulage; dan
3) Lo-Lo.

Pasal 142

Peti kemas ukuran di atas 40{empat puluh feet], dikenakan tarif dengan perhitungan
tarif dasar 1,2 {satu koma dua).

Pasal 143

Uncontainerized cargo dikenakan atas pelayanan pekerjaan membongkar atau memuat
Barang yang hanya dapal dikerjakan dengan tambahan alat khusus, yang dibedakan
menurut beratnya, yaitu:

a. berat kotor sampai dengan 20 (dua puluh) ton;

b, berat kotor di atas 20 (dua puluh) ton sampai dengan 40 (empat puluh) ton; dan
- berat kotor di atas 40 (empat puluh) ton.

Pasal 144

Uncontainerized carge dengan berat kotor di atas 40 (empat puluh) ton sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 143 huruf ¢, dikenakan tersendiri yang besarannya ditetapkan
berdasarkan Kesepakatan antara pengelola terminal peti kemas dengan pengguna
layanan yang bersangkutan.
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Pasal 145

Pelayanan peti kemas alih Kapal ftranshipment] meliputi kegiatan membongkar peti

kemas alih Kapal dari Kapal pengangkut pertama, disusun dan ditumpuk di lapangan

penumpukan dan mengapalkannya ke Kapal pengangkut ke-2 (dua), dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. kegiatan membongkar dan memuat peti kemas alih Kapal tersebut dilaksanakan
di terminal peti kemas yang sama; dan

b. peti kemas alih Kapal tersebut wajib dilaporkan secara tertulis paling lambat 24
([dua puluh empat) jam sebelum Kapal pengangkut pertama sandar dengan
menyebutkan Kapal pengangkut ke-2 (dua).

Pasal 146

Felayﬂ.]mn peti kemas alih Kapal {transhipment) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
145, dikenakan 2 (dua) kali dari tarif dasar untuk pelayanan membongkar dan muat
peti kemas alih Kapal.

Pasal 147

Kegiatan pelayanan peti kemas alih Kapal (transhipment] vang dibongkar dan dimuat
di terminal peti kemas yang tidak sama, ketentuan pelayanan dan besarannya diatur
berdasarkan kesepakatan antar pengelola terminal peti kemas.

Pasal 148

Pelayanan Shifting peti kemas dikenakan atas pekerjaan memindahkan peti kemas
dari satu tempat ke tempat lain dalam petak Kapal yang sama atau ke petak Kapal
vang lain dalam Kapal yang sama ke dermaga dan kemudian menempatkan kembali
ke Kapal yang sama.

Pasal 149

Dalam hal terjadi Shifting peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148,
tetapi dilakukan dengan landing ke lapangan penumpukan peti kemas, dikenakan 1,25
(satu koma dua puluh lima) kali dari tarif dasar pelayanan Shifting dengan landing.

Pasal 150
Tarifl layanan membuka dan menutup palka dihitung berdasarkan satuan per unit per

pelayvanan dikenakan terhadap kegiatan membuka dan menutup per unit per
pelavanan baik landing atau tanpa landing di dermaga.
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Pasal 151

Barang dan/atau peti kemas yang dibongkar/dimuat dari maupun ke Kapal peti
kemas, Kapal konvensional, tongkang dan jenis angkutan laut lainnya pada terminal
peti kemas, diberlakukan pelayanan bongkar muat peti kemas dan/atau Barang.

Pasal 152

(1} Pelayanan Bongkar Muat Barang pada Terminal Umum diusahakan dan
dikelola oleh unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan dan untuk
pelaksanaannya dapat dilakukan oleh penyedia layanan Bongkar Muat Barang
yang memenuhi standar keselamatan, kesehatan kerja dan linglkkungan (K3L).

(2] Pelayanan Bongkar Muat Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan bagi hasil layanan Bongkar Muat Barang.

Pasal 153

(1} Tarif layanan Gerakan ekstra peti kemas, dikenakan untuk setiap Gerakan
peti kemas atas permintaan perusahaan angkutan laut atau pemilik Barang
dan menjadi beban PBM.

(2)  Tarif layanan Gerakan ekstra dikenakan untuk setiap Gerakan peti kemas atas
permintaan instansi karantina dan bea cukai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan menjadi beban PBM.

Pasal 154

Taril layanan Lo-Lo peti kemas dikenakan atas pelayanan mengangkat peti kemas
dengan kegiatan sebagai berikut:

a. dari tempat penumpukan ke atas chassis penerima peti kemas; atau

b. dan chassis terminal peti kemas ke chassis peti kemas; atau

c. dari chassis pengirim peti kemas ke tempat penumpukan.

Pasal 155

(1} Peti kemas yang sudah masuk di terminal peti kemas yang dibatalkan
pemuatannya ke Kapal yang telah ditentukan sebelumnya atau ditarik ke luar
dari terminal peti kemas dikenakan pembatalan muat peti kemas.

(2) Peti kemas yang telah dimuat ke Kapal kemudian dibatalkan dikenakan
pelayanan pemuatan dan pembongkaran peti kemas ditambah pembatalan
muat peti kemas dan Shifting bila terjadi Shifting di atas Kapal.
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(3] Pengeluaran peti kemas pembatalan muat dari terminal peti kemas dikenakan
tambahan liff on peti kemas pada saat penyverahan.
Pasal 156

(1)  Tarif jasa peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 sa_mpm dengan
Pasal 155 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.

(2)  Tarif pelayanan jasa peti kemas dalam negeri dan Juar negeri di terminal peti
kemas Batu Ampar scbagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan ini.

Paragraf 4
Layanan Penggunaan Chassis

Pasal 157
Kegiatan bongkar muat peti kemas di atas chassis dari dan ke luar negeri dengan
sistem Ro-Re yang diangkut Kapal dilengkapi rampdoor dikenakan tarif layanan
chassis fee.

Pasal 158

Barang yvang berada di atas truk dan/atau chassis yang diangkut dengan Kapal Ro-
Ro dikenakan pelayanan chassis.

Pasal 159

Layanan penggunaan chassis scbagaimana dimaksud dalam Pasal 157 sampai dengan
Pasal 158 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Layanan Penumpang
Pasal 160
(1) Layanan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf ¢
terdiri atas:
a. pas penumpang domestik; dan
b. pas penumpang internasional.

{2 Dalam hal layanan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dikerjasamakan, Badan Pengusahaan Batam memperoleh pendapatan sebagai



(3]

b,

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN FPELABUHAN BEBAS BATAM
i
berikut:
a. pas masuk terminal; dan

bagi hasil atas pas layanan terminal.

Dalam hal pengelolaan terminal dikerjasamakan, bagi hasil scbagaimana

d

imaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam perjanjian kerja samas.

Pasal 161

Tarif layanan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran X Peraturan ini.

(1]

(2}

(3)

()

BABV
PELAKSANAAN LAYANAN JASA TERKAIT KEPELABUHANAN

Bagian Kesatu
Layanan Sewa Alat

Pagal 162

Badan Pengusahaan Batam dapat melakukan kerja sama dengan penyedia jasa
dalam wilayah Pelabuhan.

Kerja sama dengan penyedia jasa alat Bongkar Muat Barang sebagaimana pada
ayat (1) di KPBPB Batam yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerja sama dengan penyedia jasa alat Bongkar Muat Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atau pengoperasian penggunaan sarana alat Bongkar
Muat Barang di dalam wilayah Pelabuhan yang bukan dimiliki unit organisasi
yang membidangi kepelabuhanan untuk kegiatan Stevedoring, Haulage, dan
Lo-Lo, dikenakan bagi hasil.

Biaya TEBM untuk kegiatan pengoperasian penggunaan alat Bongkar Muat
Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3] menjadi tanggung jawab PBM.

Pasal 163

Kerja sama sewa penggunaan alat Bongkar Muat Barang vang merupakan aset unit
organisasi yang membidangi kepelabuhanan untuk kegiatan Stevedoring, dikenakan
tarif layanan.
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Pasal 164

PBM yang tidak mengoperasikan alat Bongkar Muat Barang miliknya dan alat-alat
tersebut berada di dalam wilayah pelabuhan, dikenakan tarif layanan penumpukan.

Pasal 165

(1) W?ktu sewa alat Bongkar Muat Barang dan alat bantu Bongkar Muat Barang
milik unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan paling sedikit 4 (empat)
jam.

(2} Dalam hal sewa lebih dari 4 (empat) jam untuk selanjutnya dilakukan
pembulatan sebagai berikut:

a. I-cm:a.ng dari ¥ (sctengah) jam menjadi ¥ (setengah) jam; dan
b. lebih dari ¥ (setengah) jam sampai 1 (satu) jam menjadi 1 {satu) jam.
Pasal 166

Layanan alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 sampai dengan Pasal 165
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan ini.

Bagian Kedua
Layanan Jasa Bunker

Pasal 167

1} Kegiatan Jasa Bunker dilaksanakan oleh perusahaan yang bekerja sama dengan
Badan Pengusahaan Batam.

2] Perusahaan yang bekerja sama dengan Badan Pengusahaan Batam wajib

menyerahkan laporan kegitan Jasa Bunker dikenakan tarif layanan Jasa Bunker
kepada Badan Pengusahaan Batam.

J) Besaran tarnf layanan Jasa Bunker sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
scbagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Layanan Penggunaan Perairan

Pasal 168

(1} Layanan penggunaan perairan dilakukan di KPBPB Batam sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Pemohon wajib mengajukan permohonan layanan penggunaan perairan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pengusahaan Batam sesuai
ketentuan berlaku.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh unit
organisasi yang membidangi kepelabuhanan bersama unit organisasi teknis yang
ditunjuk untuk melakukan perhitungan terhadap luas perairan yang akan
digunakan.

Layanan penggunaan permran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam perjanjian dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, dengan
ketentuan izin operasional Tersus/TUKS masih berlalou.

Pembayaran tarif layanan penggunaan perairan dilakukan sebelum
penandatanganan perjanjian, dengan tahapan pembayaran dilakukan per tahun
di muka.

Jangka waktu penggunaan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
lebih dari jangka waktu penggunaan lahan.

Petunjuk pelaksanaan dan tata cara perhitungan layanan penggunaan perairan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan ini.

Bagian Keempat
Layanan Sewa Rak/Area Pelabuhan Untuk Jalur Pipa

Pasal 169

Badan wusaha atau orang perorangan yang berminal menyewa rak/area
Pelabuhan untuk jalur pipa di wilayah Pelabuhan Batam wajib mengajukan
permohonan sewa rak/area pelabuhan untuk jalur pipa kepada pimpinan unit
organisasi yang membidangi kepelabuhanan, baik berupa permohonan baru
maupun permohonan perpanjangan.

Permohonan sewa rak/area Pelabuhan untuk jalur pipa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan unit organisasi yang membidangi
kepelabuhanan secara tertulis dengan melampirkan dokumen:

a. surat permohonan;

b. hasil pindai kartu identitas seperti kartu tanda penduduk (KTP), Kartu Izin
Tinggal Kerja Terbatas (KITAS), atau surat izin mengemudi (SIM) untuk calon
penyewa swasla alau orang perscorangan;

c. pertimbangan yang mendasari permohonan sewa dan tujuan penggunaan
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objek sews;

d. rincian data objek sewa yang dibutuhkan;

¢. hasil pindai akta pendirian perusahaan dan perubahan akta terakhir (jika
ada akta perubahanj;

f. usulan jangka waktu; dan

g. usulan besaran sewa.

Tarif layanan sewa rak/area Pelabuhan untuk jalur pipa sebagaimana tercantum
dalam Lampiran X1 Peraturan ini.

Bagian Kelima
Tempat [klan/Kegiatan Promosi

Pasal 170

Pihak yang berminat menyewa tempat iklan dan promosi di wilayah Pelabuhan
Batam wajib mengajukan permohonan tempat iklan dan promosi kepada
pimpinan unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan, baik berupa
permohonan baru maupun permohonan perpanjangan.

Permohonan sewa tempat iklan dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diajukan kepada pimpinan unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan

secara tertulis dengan melampirkan dokumen:

a. surat permohonan;

b. hasil pindai kartu identitas seperti kartu tanda penduduk (KTP), Kartu
lzin Tinggal Kerja Terbatas (KITAS), atau surat izin mengemudi {SIM)
untuk calon penyewa swasia atau Orang perseorangan;

c. pertimbangan yang mendasari permohonan sewa dan tujuan penggunaan
objek sewa;

d. rincian data objek sewa yang dibutuhkan;

€. hasil pindai akta pendirian perusahaan dan perubahan akta terakhir (jika
telah dilakukan perubahan pada akia);
A usulan jangka waktu; dan

B usulan besaran sewa.

Pasal 171
Lokasi sewa tempat iklan /kegiatan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
170 di Pelabuhan ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi yvang membidang:
kepelabuhanan.

Perjanjian sewa titik lokasi iklan dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit memuat:
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b.
C.
d.

hak dan kewajiban;

titik lokasi;

jangka waktu;

besaran;

tata cara pembayaran; dan
ketentuan saksi.

e O

Pembayaran sewa tempat iklan dan promosi sebagaimana dimaksud pada avat
(1) dilakukan secara penuh.

Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat
1 (satu) hari sebelum tanggal penandatanganan perjanjian dan disetorkan ke
rekening yang ditunjuk sesuai faktur tagihan.

Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ adalah 1
|satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan mekanisme permohonan tertulis
dari penyewa paling lambat 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya jangka waktua
SCWH.

Penyewa dan Badan Pengusahaan Batam wajib melakukan pemeriksaan
bersama atas objek sewa paling lama 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya jangka
waktu perjanjian,

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita
acara yang ditandatangani oleh penyewa dan pejabat yang melakukan
pemeriksaan.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sewa dengan
periode per hari dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari dan periode per
jam dilaksanakan dengan pembuatan kuitansi/invoice atau bukti penerimaan
setara lainnya.

Pazal 172

Tarif sewa tempat iklan dan promosi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 170 sampai
dengan Pasal 171 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X1 Peraturan ini.

Bagian Keenam
Layanan Tanda Masuk (Pas) Pelabuhan

Pasal 173

Layanan Tanda Masuk (pas) masuk Pelabuhan terdiri dari:
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pPas arang;

pas kendaraan dan alat; dan
£ parkir/tempal tunggu kendaraan bermotor.

-

Pasal 174

Layanan Pas Pelabuhan untuk orang, kendaraan dan alat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 173 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X! Peraturan ini.

Bagian Ketujuh
Layanan Sewa Tanah, Ruangan dan Bangunan

Paragraf 1
Permohonan dan Perjanjian Sewa Tanah, Ruangan, dan Bangunan

Pasal 175

Badan usaha atau orang perorangan yang berminat menyewa tanah, ruangan atau
bangunan di Pelabuhan wajib mengajukan permohonan penggunaan tanah, ruangan
atau bangunan kepada pimpinan unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan,
persetujuan dan/atau penandatanganan perjanjian sewa tanah, ruangan dan
bangunan di wilayah kerja Badan Pengusahaan Batam baik berupa permohonan baru
maupun permohonan perpanjangan.

Pasal 176

(1) Calon penyewa mengajukan permohonan sewa penggunaan tanah, ruangan
atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 paling sedikit disertai:
a. hasil pindai atau salinan identitas diri scsuai dengan aslinyva (nomor

induk kependudukan dan/atau nomor pokok wajib pajak);

b. hasil pindai atau salinan nomor induk berusaha, jika ada;

hasil pindai atau salinan akta pendirian dan perubahannya bagi badan

hukum, jika ada;

jangka waktu sewa;

informasi mengenai aset yang dimohonkan sebagai objek sewa;

informasi lain yang dipandang perlu oleh calon penyewa; dan

dokumen atau keterangan pendukung lainnya.

n

moon

(2] Ketentuan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam
perjanjian yang paling sedikit memuat;
. hak dan kewajiban;
b. jangka waktu sewa;
[l besaran sewa;
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d. tata cara pembayaran; dan
e. ketentuan sanksi.

Pembayaran sewa dilakukan secara sekaligus sebelum penandatanganan
perjanjian dan disetorkan ke rekening yang ditunjuk sesuai faktur tagihan,

Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
diperpanjang dengan meckanisme permochonan tertulis dari penvewa paling
lambat 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.

Untuk kemudahan berusaha, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro,
kecil dan menengah (UMKM), pembayaran sewa dapat dilakukan secara
bertahap dengan melampirkan klasifikasi usaha.

Paragrafl 2
Pembayaran Nota Sewa

Pasal 177

Pembayaran nota sewa penagihan wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja sejak tanggal nota terbit pada bank mitra yang ditunjuk, sebelum
penandatanganan perjanjian.

Dalam hal pengguna jasa layanan lalai melakukan pelunasan nota penagihan
jasa terkait kepelabuhanan lainnya scbagaimana disebutkan pada avat (1),
perjanjian akan ditangguhkan.

Penangguhan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2] paling lama 14
(empat belas] hari kerja dan apabila tidak dilakukan pembayaran, maka
perjanjian dibatalkan.

Pasal 178
Keterlambatan pembayaran faktur tagihan sewa perpanjangan dikenakan
denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian yang terutang paling lama
3 (tiga) bulan dan bagian bulan dihitung 1 (satu} bulan penuh.
Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran atas faktur tagihan yang telah
jatuh tempo, diberikan peringatan tertulis secara bertahap sebanyak 3 (tiga)
kali.

Peringatan tertulis scbagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
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a. surat pemberitahuan dan peringatan ke-1 (kesatu), disampaikan kepada
penyewa hari ke 8 (delapan) setelah jatuh tempo;
b. surat peringatan ke-2 (kedua) diberikan apabila tidak dilakukan

pembayaran setelah surat peringatan ke-1 (pertama) disampaikan
(delapan hari setelah peringatan pertama); dan

B surat peringatan ke-3 (ketiga) disampaikan apabila tidak dilakukan
pembayaran setelah surat peringatan ke-2 (kedua), tenggang waktu
diberikan 7 (tujuh) hari.

Penyewa yang tidak melaksanakan kewsajiban surat peringatan ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) angka 3, dikenakan sanksi berupa
pengosongan objek sewa dan wajib menyerahkan kepada Badan Pengusahaan
Batam melalui unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan.

Dalam pelaksanaan pengosongan objek sewa sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan dapat melibatkan unit
organisasi yang membidangi pengamanan.

Penyewa dan Badan Pengusahaan Batam wajib melakukan pemeriksaan
bersama atas objek sewa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya
jangka waktu perjanjian.

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6] dituangkan dalam
berita acara yang ditandatangani oleh penyewa dan pejabat yang melakukan
pemeriksaan.

Penyerahan objek sewa dituangkan dalam berita acara serah terima dan
ditandatangani setelah kewajiban perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) dipenuhi.

3
Sewn Tanah

Pagal 179

Sewa tanah pada unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan ditetapkan
taril layanan sewa tanah berdasarkan penggunaan bagian-bagian tanah darat
dalam wilayah pengembangan Pelabuhan.

Tarifl layanan sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan

harga dasar tanah meliputi:

a. dalam daerah pabean (limi 1) ditetapkan berdasarkan nilai jual objek
pajak (NJOP) yang berlaku;



(3]

(1]

(2)

(1)

(2]
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b. luar daerah pabean (lini 2) ditetapkan berdasarkan nilai jual objek pajak
(NJOP) vang berlaku.

Tarif SEWE tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung per m? (meter
persegi) per tahun,

Pasal 180

Taril sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) sehagaimana
tercantum dalam lampiran XI Peraturan ini.

Besaran tarif sewa akan ditinjau sesuai nilai jual objek pajak (NJOP) setiap
tahun selama masa perjanjian sewa tanah.

Paragraf 4
Sewa Ruangan dan Bangunan

Pasal 181

Calon penyewa mengajukan permohonan sewa penggunaan ruangan atau
bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 paling sedikit disertai:

a. hasil pindai atau salinan identitas diri sesuai dengan aslinya (nomor
induk kependudukan dan/atau nomor pokok wajib pajak);

hasil pindai atau salinan nomor induk berusaha, jika ada;

hasil pindai atau salinan akta pendirian dan perubahannya bagi badan
hukum, jika ada;

d jangka waktu sewa;

. informasi mengenai aset yang dimohonkan sebagai objek sews;

f. informasi lain yang dipandang perlu oleh calon penyewa; dan

g dokumen atau keterangan pendukung lainnya.

T~

Selama masa sewa, objek sewa dapat diubah bentuknya dengan ketentuan:

a. tidak mengubah kontruksi dasar bangunan yang menjadi objek sewa;
b. perubahan dimaksud diatur dalam perjanjian; dan
C. pada saat sewa berakhir, objek sewa dikembalikan dalam kondisi baik
dan layak fungsi.
Pasal 182

Ketentuan mengenai sewa ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 berlaku
sccara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai pembayaran nota sewa
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
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Pasal 183

Taril layanan sewa ruangan dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181
sampai dengan Pasal 182 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X1 Peraturan ini.

Bagian Kedelapan
Sarana dan Prasarana

Pasal 184
Sarana dan prasarana terdiri atas:
a. layanan air bersih;
b layanan listrik;
c. layanan kebersihan dan sampah Kapal; dan
d operasional lainnya.
Paragraf 1
Layanan Air Bersih
Pasal 185

(1)

(2]

Tata cara permohonan pelayanan air bersih oleh pihak swasta ke Kapal yvang
melakukan pengambilan air di Pelabuhan Batam adalah sebagai berikut:
a. badan usaha agen pelayaran mengajukan permchonan kepada unit

organisasi yang membidangi kepelabuhanan mengenai keperluan air bersih
bagi kapalnya yang sedang berlabuh atau melakukan kegiatan di daerah
lingkungan Pelabuhan Batam;

. permintaan pelayanan air bersih di dermaga dilaksanakan dengan ketentuan

permintaan paling sedikit 5 m* (lima meter kubik); dan

. pembatalan permohonan pelayanan air bersih tanpa pemberitahuan terlebih

dahulu dikenakan tagihan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total
permohonan, kecuali untuk pelayanan air dengan Kapal supply dikenakan
tagihan sebesar 100% [seratus persen) dari total permohonan.

Tata cara penyediaan pelayanan air bersih oleh pihak swasta ke Kapal yvang
melakukan pengambilan air di Pelabuhan Batam adalah scbagai berikut:
a. perusahaan swasta terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari unit

organisasi yang membidangi kepelabuhanan sebelum melaksanakan
pengiriman / pengisian air untuk Kapal;

. perusahaan swasta yang mempunyai sumber air bersih sendiri, dalam

melaksanakan pengiriman/pengisian air bersih ke Kapal harus dilengkapi
dengan dokumen pendukung yang diterbitkan oleh kantor kesehatan
Pelabuhan yang menyatakan mutu dan kualitas air tersebut bersih; dan
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c. perusahaan swasta yang akan menyediakan jasa pelayanan air wajib terdaftar
dan bekerja sama dengan Badan Pengusahaan Batam dengan pembagian
keuntungan diatur di dalam perjanjian kerja sama.

(3) Unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan tidak akan melayani pengisian
air bersih di Pelabuhan bagi perusahaan/agen pelayaran maupun perusahaan
swasta yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2.

Pasal 186
Pelayanan air bersih untuk usaha di Pelabuhan dikenakan dalam mala uang Rupiah.

Paragraf Kedua
Layanan Listrik

Pasal 187
Pelayanan listrik untuk usaha di Pelabuhan dikenakan dalam mata uang Rupiah.

Paragraf 3
Layanan Kebersihan dan Sampah Kapal

Pasal 188
Pengelolaan kebersihan dan sampah Kapal di areal Terminal Umum dapat
dilaksanakan oleh pihak ketiga melalui mekanisme kerja sama yang dituangkan
dalam perjanjian.

Pasal 189
Pengenaan biayva jasa operasional layanan lainnya sesuai dengan nilai biaya riil yang
timbul.

4
Taril Layanan Jasa Terkait
Pasal 190

Taril sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 sampai dengan
Pasal 189 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan ini.



(1)
(2]

(3}

(4]

(1)

(2)

(3)
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BAB VI
LAYANAN SISTEM DAN HAK AKSES

Pasal 19]
Pelayanan jasa kepelabuhanan diproses secara elektronik melalui Sistem PJK.

Pengelolaan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit
organisasi yang membidangi teknologi informasi.

Hak akses diberikan kepada pengelola hak akses yaitu petugas pelayanan unit
organisasi yang membidangi kepelabuhanan.

Dalam hal terjadi gangguan pada sistem, unit organisasi vang membidangi
kepelabuhanan mengumumkan adanya gangguan kepada pengguna jasa dan
pelayanan jasa kepelabuhanan dilaksanakan sesuai standar operasional
prosedur yang berlaku.

BAB VII
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 192

Setelah menerima rincian rencana kegiatan dari petugas unit organisasi yang
membidangi kepelabuhanan dan estimasi biaya yang telah dihitung oleh Sistem
PJK, pengguna jasa wajib menyetorkan dana sebagai deposit sebesar 100%
(seratus persen) dari nilai estimasi biaya.

Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan pada pihak bank yang
ditunjuk oleh unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan dengan
menggunakan rekening atas nama pengguna jasa.

Kegiatan kepelabuhanan tidak dapat dilaksanakan sebelum unit organisasi yang
membidangi kepelabuhanan menerima konfirmasi dari pihak bank atas
ketersediaan deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (3] diblokir oleh pihak bank sampai
dengan terbiinya perintah bayar dari unit organisasi yang membidangi
kepelabuhanan.
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BAB VI
DENDA

Pasal 193

(1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang mengoperasikan Kapal atau
melakukan kegiatan di Pelabuhan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran
lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berupa tumpahan minyak di
area Pelabuhan dikenakan denda.

(2) Selain pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang
dan/atau badan hukum wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan
lingkungan hidup atas biaya sendiri.

(3) Dalam hal kewajiban penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, unit organisasi yang
membidangi kepelabuhanan dapat melakukan penanggulangan dan pemulihan
lingkungan hidup, dengan seluruh biaya yang timbul dibebankan kepada pihak
yang melakukan pencemaran lingkungan.

Pasal 194
Dalam hal perusahaan/agen pelayaran tidak melaporkan kegiatan Kapal dan/atau
tidak menyelesaikan administrasi nota tagihan pelayanan kepelabuhanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dikenakan denda.
Pasal 195
Kapal yang bertambat tanpa mengajukan permohonan, tanpa persetujuan atau
mengalami keterlambatan waktu pelaksanaan Gerakan perubahan posisi/geser
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), dikenakan denda.
Pasal 196
(1)  Perusahaan/agen pelayaran yang tidak mengajukan permohonan perpanjangan
waktu Tambat sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65 ayat (1) dikenakan denda.

(2) Keterlambatan pengajuan perubahan wakiu Tambat tanpa pemberitahuan
tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), dikenakan denda.































































































































































































































































